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ABSTRAK

MALINI ILDA OCTORA, B11100158, Tinjauan Yuridis Terhadap
Sanksi Administrasi Berupa Denda (Schikking) Sebagai Bentuk
Penyelesaian Di Luar Acara Dalam Pelanggaran Kepabeanan Di Bidang
Impor (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar,
Kantor Wilayah X! Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar),
dibawah bimbingan Bapak H.M. /mran Anef sebagai pembimbing | dan
Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing Il

Penelitian ini  berfujuan untuk mengetahul tentang bentuk
tatalaksana dan efekiifitas penegakan hukum sanksi administrasi berupa
denda yang diterapkan di Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A
Makassar sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil
langkah-langkah dalam menanggulangi pelanggaran kepabeanan di
bidang impor.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC)
Tipe A Makassar dengan teknik Pengumpulan data berupa penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak
yang terkait. Dari seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis
secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggambarkan tentang sanksi
administrasi berupa denda (Schikking) sebagai bentuk penyelesaian di
luar acara dalam pelanggaran kepabeanan di bidang impor pada Kantor
Felayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi berupa
denda (Schikking) sebagai bentuk penyelesaian di luar acara dalam
pelanggaran kepabeanan di bidang impor diatur dalam UU Mo.10/Tahun
1885 tentang Kepabeanan dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah
No.22 Tahun 1996. Dan hasil peneliian menunjukkan bahwa tidak semua
jenis kekurangan pembayaran Bea Masuk dikategorikan pelanggaran
sehingga bisa dikenakan sanksi. Kriteria utama yang digunakan untuk
membedakan kekurangan pembayaran Bea Masuk mana yang dikenakan
sanksi dan mana yang tidak dikenakan sanksi terletak pada ada atau tidak
adanya unsur pembentuk nilai pabean yang tidak dibayar atau kurang
dibayar. Disamping itu sering terjadinya mispersepsi dalam melakukan
self assessment terhadap barang impor oleh importir sering kali menjadi
penyebab utama terjadinya salah hitung dan kurang bayar Bea Masuk
oleh importir. Masalah ini dapat diselesaikan dengan pemberian informasi
yang jelas dan koreksi hasil self assessment importir tersebut oleh pejabat
Bea dan Cukai. Penegakan hukum yang tegas dan lugas dari aparat Bea
dan Cukai adalah kunci preventif dan kuratif untuk mencegah terjadinya
pelanggaran kepabeanan di bidang impor.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional jangka panjang berujuan akhir untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun
spirtuil, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah MNegara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan,
diperiukan dana pembangunan, baik dalam bentuk rupiah untuk
pembiayaan dalam negeri, maupun dalam bentuk devisa atau valuta asing
untuk pembiayaan luar negeri, misalnya impor bahan baku, membayar
konsultan, impor peralatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
Sebaliknya, kehabisan atau kekurangan uang dan devisa suatu negara
mengakibatkan malapetaka. Roda pemerintahan tidak dapat berjalan,
pembangunan akan macet, keamanan akan terganggu bahkan dapat
menimbulkan anarki di dalam negara itu. Jadi uang dan devisa merupakan
nafas suatu pemerintahan.

Bangsa Indonesia harus bersyukur kapada Tuhan Yang Maha
Pemurah karena telah menganugerahkan kepada segenap bangsa
Indonesia sebuah negara dan tanah air yang subur dan kaya sumber daya
alam di darat, laut, dan udara, serta posisi Indonesia yang sangat
strategis, ditambah lagi dengan faktor penduduk yang banyak jumiahnya

sebagai faktor tanaga kerja secara potensial dan  iklim yang



memungkinkan bangsa Indonesia itu dapat bekerja sepanjang tahun
tanpa ada hambatan musim. Inilai keunggulan komparatif bangsa
Indonesia yaitu kelebihan-kelebihan geografis, geopolitis, gecekonomis
dan geososial yang kiranya patut dimanfaatkan dalam melaksanakan
pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, realita yang kita dapat lihat dan pahami dar pengalaman
sejarah yang panjang tersebut, bisa diambil suatu hikmah bagi kita, yaitu;

1. Kesadaran bahwa kekayaan bumi yang melimpah ruah belumiah
menjadi jaminan kemakmuran suatu bangsa.

2. Kecerdasan dan ketekunan serta tekad suatu bangsa merupakan
modal utama menuju kemakmuran meskipun secara geografis
buminya miskin.

Dalam pemandangan dan alur fikir Penulis, segalanya terletak pada
manusianya, apakah ia sanggup secara fisik, pengetahuan dan mental
mengelola segala yang serba hebat itu. Kesanggupan mengelola
kekayaan bumi, air dan udara Indonesia yang kaya raya, meningkatikan
usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meningkatkan
keterampilan dan kecakapan (skill) untuk memajukan industd, dan
meningkatkan ekspor minyak bumi dan non-minyak yang akan menimbun
devisa di luar negeri yang pada giliannya akan menambah volume
barang dan jasa sebagai modal untuk lebih memperlaju peningkatan di

bidang pertanian dan industri itu.



Penerimaan dalam negeri, yang ferdiri dari penerimaan migas dan
non-migas, terus ditingkatkan. Pengalaman selama ini menunjukkan
bahwa migas tidak dapat lagi dijadikan tumpuan harapan, karenanya
penerimaan non-migas, terutama bidang perpajakan, dijadikan pricritas.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan perpajakan, bea cukai,
moneter, dan keuntungan Badan Usaha Milik Megara termasuk dalam
pengelolaan Direktorat Jenderal Moneter. Berdasarkan uraian tersebut,
tampak betapa penting peranan Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor
Tambahan (PET) dalam perolehan devisa. ltulah sebabnya Pemerintah
menentukan kebijaksanaan yang mendorong ekspor non-migas.

Feranan bea cukai, di samping sebagai sumber penerimaan negara,
juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta
memperluas lapangan kerja. Dengan demikian dapat dipahami apabila
pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi atas barang-barang yang
telah dapat diproduksi di dalam negeri atau dilarang masuk. Sebaliknya,
barang yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri dikenakan tarif bea
yang rendah atau dibebaskan dari bea masuk. Karena itulah peranan bea
cukai periu ditingkatkan untuk mencegah penyalagunaan terhadap
kebijakan-kebijakan yang diberikan Pemerintah, oleh pihak yang kurang
bertanggung jawab, dan untuk melindungi industri.

Contoh konkrit yang penulis bisa angkat di sini terkait dengan
besamya kentribusi bea cukai bagi penerimaan negara, yakni kurang lebih
5% dari pendapatan negara itu berasal dari bea cukai. Dengan tidak



masuknya bea cukai ke kas negara seperti yang diharapkan itu karena
penyelundupan, maka dapat dibayangkan betapa banyak sektor
pembangunan di negara kita akan macet.

Dan kenyataan tersebut, kiranya bisa menyadarkan kita selaku anak
bangsa bahwa betapa bahaya yang ditimbulkan oleh penyelundupan bagi
perekonomian dan kehidupan negara. Jika melihat penyelundupan dari
berbagai aspeknya dan lebih jauh lagi, masalah penyelundupan
merupakan masalah "“fafent” bagi Indonesia. Hal ini disebabkan letak
geografis Indonesia yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua
samudera, terdiri dan ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang
luasnya ribuan mil pula, penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya
dengan kekayaan bumi air, dan udara yang melimpah ruah seperti
penulis sudah utarakan sebelumnya.

Senada dengan pendapat penulis di atas, ada satu statement atau
pemyataan tegas dan lugas dar Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Aburizal Bakrie dalam upayanya menyikapi masalah
pemberantasan penyelundupan yang dimuat dalam sebuah Surat Kabar
bemama Hanan Fajar (Hanan Fajar: 9 Nopember 2004, halaman 25 dan
29). Berikut ini penulis kutip isi wawancara tersebut :

Pewawancara: Dulu, Anda pemah bersuara keras soal

‘penyelundupan’, bagaimana setelah kini Anda jadi
pejabat / Menter Koordinator Bidang Perekonmian
?



Abu Rizal Bakrie (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) :

ltu cita-cita saya yang belum kesampaian. Penyelundupan kini
masih marak. Mulai dari gula, kayu, hingga beras. Saat saya
masih aklif di KADIN, saya sudah mencoba mengatasi
penyelundupan bersama dengan pemerintah, tetapi ‘masih
belum berhasil. Kali ini saya 'tegaskan’' bahwa pemerintah
akan ‘fokus untuk memerangi penyelundupan'. Saya sudah
duduk di pemerintahan.

Karena penyelundupan sudah merusak produsen pertanian dan
manufacturing, jadi harus ada gerakan untuk mengatasi hal itu.
Saya sebenarnya sudah mendapat pengarahan dari Bapak
Fresiden yang mengatakan beliau akan inspeksi mendadak
pada poin yang krusial dan berbahaya, Jadi, “cita-cita saya
untuk memberantas penyelundupan akan saya realisasikan
sekarang”.

Jika kita kembali melihat dar sudut pandang yuridis berkaitan
dengan masalah penyelundupan ini, pengamanan ekspor dan impor dari
segi hukum pidana ekonomi merupakan bagian dar tugas penegak
hukum yang memakai sarana Undang-undang. Jika penulis mengajak kita
menoleh ke belakang di era akhir tahun 1960-an, tepatnya ketika Presiden
membuat dan memberiakukan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun
1867, maka kepada Jaksa Agung diberikan wewenang untuk melakukan
pengusutan, -dan pemeriksaan terhadap mereka yang melakukan
penyelundupan. Kemudian berdasarkan Instruksi  Nomor  Ins-
008/JA/5/1980, tanggal 7 Mei 1990, Jaksa Agung telah membentuk Tim
Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4), TP4
daerah tingkat |, dan TP4 daerah fingkat Il. Selain TP4, partisipasi
masyarakat dalam pemberantasan penyelundupan masih periu

ditingkatkan.



Dengan pejabat penegak hukum yang kuantitas dan kualitas baik
pengetahuan maupun mentalnya yang belum memadai maka kerawanan
pengamanan kekayaan yang melimpah ruah, termasuk penerimaan
negara dari kepabeanan makin terancam. Fakta ini lebih konkrit dikritisi
cleh Dimyati Hartono (2004 : 13-14) yang menyatakan :

“Sejarah telah mencatat sejak tahun 1997 Indonesia mengalami

krisis yang sangat berat dan krisis itu tidak hanya menyangkut krisis

ekonomi saja tetapi berpengaruh kepada sektor kehidupan
berbangsa dan bemegara. Imbas krisis tersebut juga menimbulkan
krisis hukum disamping krisis lain di bidang ideclogi, politik, sosial,
budaya termasuk pertahanan dan keamanan negara sehingga krisis
tu dikenal dengan sebutan multi dimentional crisis atau krisis
berbanyak muka. Bila dicermati dan dianalisis secara objektif, maka
sumber dari segala knsis jtu awalnya adalah terjadinya
penyalagunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara
termasuk kontribusi dari penyalagunaan dalam penyelenggaraan
negara di bidang hukum dalam bentuk terjadinya dominasi
kekuasaan atas hukum. Bila diteliti sumber utamanya adalah karena
telah terjadi krisis moral dan menipisnya semangat kebangsaan dari

para penyelenggara negara, termasuk penyelenggara negara di

bidang hukum atau yang menegakkan hukum".

Demikianlah, sehingga penegak hukum di bidang hukum pidana
ekonomi dituntut, bukan saja harus memahami peraturan-peraturan di
bidang pidana itu sendiri, tetapi juga pengetahuan yang mendalam sekitar
ekonomi dan politik perekonomian pemerintah atau negara. Selain itu
pihak lain, yaitu pengusaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan
impor juga seharusnya paham tentang seluk-beluk peraturan di bidang
hukum pidana ekonomi, hukum dan peraturan di bidang Kepabeanan
termasuk wewenang schikking.

Pemberlakuan sanksi pidana yang berat dalam setiap pelangaran

dan atau kejahatan di bidang Kepabeanan, diharapkan dapat



menimbulkan "efek jera" bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum
dan peraturan di bidang Kepabeanan. Pemberakuan schikking sebagai
salah satu bentuk sanksi pidana ekonomi atas pelanggaran di bidang
Kepabeanan, meskipun penyelesaiaan atas perkara pelanggaran tersebut
tidak sampai ke muka pengadilan, tetapi harus juga diperhatikan di sini
bahwa aspek 'efek jera" mesti diterapkan bagi setiap pelanggaran
Kepabeanan. Dengan pemahaman tersebut itu di atas, schikking dapat
dikatakan sebagai sanksi pidana ekonomi yang diberakukan oleh
pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan dan tidak
mengganggu arus kelancaran aklifitas bisnis dan perekonomian di bidang
Kepabeanan. Hal ini disebabkan penyelesaiaannya tidak perlu sampai di
muka pengadilan, tetapi berat sanksi denda yang dijatuhkan akan dapat
menciptakan "efek jera” bagi si pelanggar.

Dari  kebutuhan-kebutahan inilah, maka diciptakanlah Undang-
undang Kepabeanan yang baru Momar 10 Tahun 1995, dimana dipandang
memiliki kemampuan mengatur bidang Kepabeanan dengan rinci,
berwawasan luas, dan memiliki pandangan visi jangka panjang dan jauh
ke depan atau daya elastisitas sebagai suatu ketentuan hukum yang baik
untuk mampu mengiringi laju pergerakan wakiu dan zaman, dimana
perkembangan bisnis dan aktifitas ekonomi bisa berubah dengan cepat
termasuk dampak dar pengaruh era globalisasi perdagangan dunia.
Wewenang schikking sebagai suatu bentuk penyelesaian dan sanksi
pidana denda di luar jalur pengadilan juga diber tempat untuk



diberlakukan terhadap jenis pelanggaran (tapi bukan kejahatan) di bidang
Kepabeanan.

Oleh karena itulah, penulis sadar benar akan arti penting penerimaan
negara dan bidang Kepabeaan, dan sudah seyogianya mencegah
terjadinya pelanggaran-pelanggaran Kepabeaan untuk menghindari
timbulnya kerugian penerimaan keuangan atau pendapatan negara yang
sudah pasti menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk menggerakkan
roda perekonomian negara, dan meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Atas dasar inilah penulis
memberikan perhatian yang serius dan menjadikan latar belakang
mengapa penulis membahas dalam skripsi ini hal-hal relevan dengan
permasalahan sera tinjauan yuridis terhadap Sanksi Administrasi Berupa
Denda sebagai Bentuk Penyelesaian Di Luar Acara Dalam Pelanggaran
Kepabeanan Di Bidang Impor, dengan memfokuskan penelitian dan
penulisan dalam studi kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A
Makassar, Kantor Wilayah X| Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Makassar.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya,
pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat untuk dibghas dalam
penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tatalaksana Sanksi Administrasi Berupa Denda Dalam

Penyelesaiaan Pelanggaran Kepabeanan Di Bidang Impor ?



ff
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2. Bagaimana Efekfifitas penegakan hukum atas Sanksi hdn'ﬂnust\\
Berupa Denda (schikking) di Bidang Impor yang dilakukan dalam
Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya
mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Untuk memperluas pengetahuan tentang proses peneraparan
schikking dalam pelanggaran kepabeanan ditinjau dar sudut
pandang yuridis.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Bea
Cukai dalam penerapan schikking di Kantor Wilayah XI Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Makassar.

Selain tujuan penulisan skripsi ini sebagaimana penulis telah
paparkan di atas, tentunya penufisan ini mempunyai beberapa kegunaan.
Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Dapat membantu aparat hukum terkait (Bea Cukai dan Kejaksaan)
dalam menangani penerapan wewenang schikking dalam kasus-
kasus pelanggaran kepabeanan.

2. Sebagai salah satu bahan yang bersifat ilmiah hukum yang dapat
memberikan manfaat bagi para pembaca tulisan ini, termasuk
mahasiswa hukum dan masyarakat lain, serta bahan yang dapat

-
-

s



dikembangkan lebih lanjut di waktu mendatang oleh penulis lain guna
mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru dan positif untuk
melahirkan pengembangan ilmu dan pencerahan pemikiran, ide dan
gagasan yang terkait dengan bidang bahasan mengenai schikking.
Diharapkan dapat menjadi tambahan pengembangan pengetahuan
dan atau ilmu hukum pidana di bidang Kepabeanan atau hukum
pidana ekonomi bagi kalangan pelaku bisnis atau ekonomi serts
aparat penegak hukum di bidang Kepabeanan, termasuk pejabat dan
pegawai Kantor Wilayah X! Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Makassar.

Untuk memenuhi salah satu syarat akademik yang penulis harus
penuhi dalam rangka menyelesaikan study di tingkat Strata-1 (S1)
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum

Universitas Hasanuddin, Makassar.
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BAB |l
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepabeanan
Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,
Bahwa Kepabeanan adalah "Segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu fintas barang yang masuk atau keluar daerah
pabean dan pemungutan bea masuk”
Sedangkan yang dimsksud dengan daerah pabean adalah:
"Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,
dan ruang udara, di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Ekskiusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-undang ini".
Sedangkan bea masuk ialah “Pungutan negara berdasarkan Undang-
undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor”.
1. Pengertian Schikking
Istilah Schikking dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau
cara penyelesaiaan di luar acara. Apakah vang dimaksud dengan
penyelesaiaan di luar acara ? Penyelesaiaan di luar acara adalah
penyelesaiaan sualu perkara tanpa memajukan ke muka
pengadilan, dengan pembayaran denda damai yang disepakati
antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka. Istilah dends damai
adalah istilah sehar-har, yang maksudnya berupa pembayaran
sejumiah uang kepada Negara, sebagai penggantian kerugian yang
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imbul akibat suatu tindak perbuatan yang telah dilakukan
tersangka.

Dalam kamus Belanda-Indonesia M.A. Tair, schikking
diterjemahkan sebagal “perdamalan”, tetapi Menteri Keuangan
menerjemahkan dengan “denda koreksi® (Laden Marpaung, 1994 :
307).

Leden Marpaung (1991 : 21) mengutarakan pengertian
schikking sebagai berikut “Sehari-hari schikking diterjemahkan
dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti. schikking ini tidak
berlaku jika tindak pidana tersebut dianggap kejahatan”.

Dari batasan pengertian schikking di  atas, penulis
berpendapat bahwa secara terminalogy (peristilahan) yuridis jelaslah
schikking mengandung arti suatu sanksi berupa denda sebagai
pengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya suatu pelanggaran
kepabeanan. Dengan diselesaikannya denda koreksi lersebut, maka
pelanggaran tersebut telah dianggap selesai dan tuntas tanpa harus
diteruskan proses hukumnya menurut hukum acara pidana ke
pengadilan.

2. Dasar Hukum Schikking
Dasar Hukum Schikking akan Penulis bagi datam 2 kategor, yakni:
a. Dasar hukum schikking menurut tinjauan historis peraturan

secara umum, dapat penulis bagi dalam kategori:
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1. Asas Opporiunitas. Dasar hukum untuk mengadakan
penyelesaiaan di luar acara ini ialah asas opporiunitas,
yang ada di tangan Jaksa Agung. Jadi hanya Jaksa
Agunglah yang berhak menyelesaikan suatu perkara df
luar acara, kecuali jika beliau memberikan pelimpahan
wewenang kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan
Neger untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8
Undang-undang Pokok Kejaksaan No.15 Tahun 19881
yang kemudian diatur dalam S.K. Men/i.A NoE
e/DKT/AM962/148. Dalam S.K. ini dicantumkan dengan
tegas tenlang kewenangan KajatiKajari mengenai
schilkking atas perkara penyelundupan yang berbahaya,
berkualifikasi pelanggaran, atau atas pertimbangan
khusus periu diselesaikan di luar pengadilan. Selanjutnya
dikeluarkan pula Surat Keputusan Jaksa Agung tanggal
13 Oktober 18687 dengan Nomor Kep-089/D.A/M0/19687
yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang
schikking kepada Menteri Keuangan atas pelanggaran
adminislrasi yang tidak melebihi Rp. 500.000 .-
Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tertanggal
31 Januari 1977, Nomor B-034/JA/TP4/1/1977, batas
schikking oleh Menteri Keuangan ditetapkan sebesar
Rp. 500.000,- dengan terlebih dahulu dibicarakan dengan
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kejaksaan setempat. Kembali ke bahasan di atas
mengenai asas opporlunifas Jaksa Agung, maka dapat
pula disebutkan di sini bahwa sumber hukum bagi Jaksa
Agung melimpahkan wewenangnya (yaitu asas
opportunitas  ini) kepada Menterd Keuangan untuk
menyelesaikannya dengan jalan schikking terhadap
deiik-delik  melanggar Rechten Ordonantie atau
Ordonansi Bea adalah berdasarkan pada Pasal 29 OB,
tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, pada
tanggal 16 Oktober 1867 Menteri Keuangan dengan
suratnya No.Kep.249/Men Kew67, telah melimpahkan
pula wewenang itu kepada Bea dan Cukai (telah
dicabut). Adapun yeang perlu diperhatikan di sini bahwa
wewenang yang dilimpahkan itu hanya yang terkandung
dalam Pasal 29 O.B. saja, jadi tidak mengenai kejahatan.
Sebagai kontrol, maka Bea Cukai diwajibkan untuk
melaporkan setiap perkara yang diselesaikan di luar
acara itu kepada Kejakasaan. Kontrol ini tidak lain
dimaksudkan sebagai upaya preventif (pencegahan)
akan terjadinya penyalagunaan schikking itu. Di era
1980-an  sebelum diberlakukannya Undang-undang
Kepabeanan No.10 Tahun 1995 Pasal 29 OB
(Ordonansi Bea = Rechten Ordonnantie), Staatsblad
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Tahun 1882 Nomor 240 masih diberlakukan berdasarkan
Fasal 1l Aturan Peralihan UUD 1845) yang
pelaksanaannya oleh Pihak Bea Cukai berdasarkan

Paket Desember (Pak-Des) 1987. Adapun bunyi Pasal

29 0 .B. adalah:

*Untuk  menghindarkan tuntutan pengadilan bagi
semua findak pidana dalam ordonansi ini, selama
tidak dianggap sebagai kejahatan, maka Menter
Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai®,

Kemudian Paket Desember (Pak-Des 1987)
menyatakan bahwa (S.Soempena, 1882 hal:18-18):

“Apabila dalam hal inkfadng barang ternyata
dalam 1 (satu) PPUD (Pengarang: PIUD) (jadi
untuk 1 tarif Pos barang) telah terjadi palanggaran
di bidang impor, maka pihak Bea Cukai akan
memberikan suatu sanksi berupa hukuman denda
Korexsi atas pelanggaran tersebut Denda koreksi
umumnya dikenakan pada barang impor”.

Yang dimaksud dengan pelanggaran di bidang
impor dalam hal ini adalah kekurangan membayar
bea masuk yang dibayar dan pungutan-pungutan
lainnya. Untuk pelanggaran-pelangaaran tersebut
di atas telah dibedakan 5 klasifikasi:

- kiasifikasi 1 : Kurang 0.5% tambah Bayar 6 3%.

Denda Koreksi 10%:;

- Klasifikasi2 Kurang 8,3% tambah Bayar
25%, Denda Koreksi 25%:

- Klasifikasi 3 Kurang 25% tambah Bayar
50%, Denda Koreksi 50%:

- Klasifikasi 4 Kurang 50% tambah Bayar
/9%, Denda Koreksi 75%;

- Klasifikasi 5 Kurang 75% tambah Bayar

73%, Denda Koreksi 100%:
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2 Wet op de economische delicten di Nederland. Istilah ini
lidak lain adalah hukum tindak pidana ekonomi di negeri
Belanda, dimana tegas diatur tentang schitking itu.
Didasarkan pada syarat pembayaran sejumlah uang atas
permohonan terdakwa disertai syarat-syarat lainnya
seperti penyerahan barang-barang bukti yang disita. Di
sini, GSchikking meliput  bailk pelanggaran maupun
kejahatan ekonomi. Schikking ini di neger Belanda
ditetapkan oleh Officer van Justice (Kementeran
Kehakiman) (F.Hollander, 1952:152).

3. Pasal 82 KUHP; Ada juga pendapat orang yang
mengatakan bahwa dasar hukum dar penvelesaian di
luar acara dengan denda damai ity adalah Pasal 82
KUHP. Benkut im penulis kutip bunyi Pasal 82 KUHF
seperti :

Pasal 82
(1). “Hak menuntut karena pelanggaran yang
terancam hukuman utama tak lain dan pada
denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda
dibayar dengan kemauan sendin dan demikian
juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan
telah dilakukan, dengan izin amtenar yang
ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam
tempo yang ditetapkannya.
(2). Jika Perbuatan itu terancam selainnya denda
juga rampasan, maka harus diserahkan juga
benda yang patut dirampas itu atau dibayar

harganya, yang ditaksir oleh amtenar yang
tersebut dalam ayat pertama. (KUHP 41).
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berupa hukuman denda saja, dapat dibebaskan dari
proses acara penuniutan jika telah membayar semua
denda yang harus dibayarkannya. Hal ini berarti pada
saat denda telah dibayar lunas, maka berakhir pula
ancaman hukuman yang diancamkan oleh Undang-
undang terhadap orang tersebut dan dinyatakan bebas
dari hukuman tanpa harus dituntut,

b. Dasar hukum schikking menurut tinjavan Undang-undang

Kepabeanan No.10 Tahun 1995,

Semenjak diberiakukannya Undang-undang No.10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan, maka penyelesaian suatu perkara di
bidang kepabeanan di luar acara dilakukan berdasarkan Pasal
113. Adapun Pasal 113 tersebut berbunyi sebagai benkut:

(1) “Untuk  kepentingan penerimaan negara, atas

permintaan  Menteri, Jaksa Agung  dapat

menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
Kepabeanan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi
Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah
dengan sanksi administrasi berupa sebesar empat
kali jumiah Bea Masuk yang tidak atau kurang
dibayar”.

Kalau kita memperhatikan lebih seksama Undang-undang
Kepabeanan No.10 Tahun 1995 ini, maka dapat kita temukan
sumber hukum Jaksa Agung untuk melakukan penyelesaiaan

perkara di luar acara, meskipun dalam Undang-undang tersebut
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kata Schikking secara terminofogy tidak dituliskan secara
eksplisit. Namun demikian, makna dari isi ketentuan Pasal 113
tersebut bermakna penyelesaiaan di luar acara atas suatu
pelanggaran di bidang Kepabeanan yang hanya dapat
dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan agar Jaksa Agung
sebagal penuntut umum dapat menghentikan penyidikan atas
tindak pidana di bidang Kepabeanan termaksud.

Menunst pendapat penulis, ketentuan Pasal 113 Undang-
undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini adalah
sejalan dengan semangat Pasal 29, 30 dan 31 Undang-undang
No.5 Tahun 1881 tentang Kejaksaan R.l., dimana Pasal-pasal
tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

“Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam
Undang-undang Ini, kejaksaan dapat diserahi
lugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-
undang”.

Menurut penulis, contoh penerapan pasal ini adalah relevan

dengan isi ketentuan Pasal 113 Undang-undang No.10 Tahun

19485,

Pasal 30

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
kejaksaan membina hubungan kerfjasama dengan

badan-badan penegak hukum dan keadilan serta
badan negara atatt instansi lainnya”.
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Pasal 31
"Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan
dalarmn bidang hukum kepada instansi pemerintah
lainnya”,

Jika penulis bandingkan dengan sumber hukum schikking
berupa asas opporfunitas yang penulis jelaskan pada point
2a1) di muka khusus mengenai Pasal 8 Undang-undang
Pokok Kejaksaan No.15 Tahun 1964, maka ketentuan itu telah
diubah dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.5 Tahun
1681 tentang Kejaksaan R.l. Dengan berdasar pada Pasal 8
Undang-undang No.5 Tahun 1881 tersebut, maka Jaksa Agung
dapat melimpahkan wewenangnya kepada Jaksa Tinggi atau
Kepala Kejaksaan Neger dalam hal schikking tersebut.

Sumber hukum atas denda kekurangan pembayaran Bea
Masuk (Perbandingan ketentuan Pak-Des 1987 dengan
Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1295)

Jika dalam Paket Desember (Pak-Des) 1987 dikatakan
bahwa denda koreksi umumnya dikenakan pada barang impor,
maka penulis memandang bahwa jenis denda serupa
dituangkan dalam Undang-undang Kepabeanan yang baru
MNo.10 Tahun 1995, Untuk lebih memahami ketentuan tersebut,
mari kita coba simak isi dan bunyi ketentuan-ketentuan yang

Penulis maksudkan tersebut:



Fasal 16 ayat (3), (4) UU No. 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan:;

Ayat (3);
“eeiiin....dalam hal terjadi suatu Kekurangan pembayaran
Bea Masuk .......... . Importir harus melunasi Bea Masuk

yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan”.

Ayat (4).5

‘Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk
penghitungan Bea Masuk sehingga mengakibatkan
kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling banyak 500 % dari Bea

Masuk yang kurang atau paling sedikit 100 % dari Bea
Masuk yang kurang dibayar”.

Pasal 17 (Prosedur Pembayaran Denda):

Ayat (2):

"Dirien Bea Cukali memberitahu kepada importir untuk

melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar”;

Ayat (3);

*Bea Masuk yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud

ayat (2) dibayar sesuai penetapan kembali.”

Dari analisa Penulis, dapat penulis kemukakan bahwa
dicantumkannya sanksi administratif berupa denda paling
banyak 500 % dari Bea Masuk yang kurang atau paling sedikit
100 % dar Bea Masuk yang kurang dibayar yang dimuat dalam
Pazal 16 ayat (4) mengindikasikan adanya "keseriusan yang
sangat” dari pembuat Undang-undang Kepabeanan bam untuk

menjerat atau menjatuhkan sanksi denda yang "lebih berat” lagi
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kepada importir yang melanggar ketentuan Bea Masuk impor ini
atau mencoba untuk menipu negara dalam hal Bea Masuk
impor yang dilakukan importir. Tentunya, pembuat Undang-
undang ingin menciptakan suatu peraturan baru di bidang
Kepabeanan yang dapat menimbulkan “efek jera”™ bagi

pelanggar Undang-undang Kepabeanan ini.

B. Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi
Sebelum Penulis menguraikan apakah penvelundupan dapat
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ekonomi, maka menurut hemat
penulis ada baiknya terlebih dahulu membahas gambaran umum tentang
motif dan modus operandi suatu tindak penyelundupan.
1. Motif Terjadinya Penyelundupan

Istilah “penyelundupan” adalah istilah sehan-han dimana seseorang
secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau
mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar
belakang tertentu.

Latar belakang atau motif seseorang melakukan penyelundupan
tidak lain uniuk menghindari bea dan/alau larangan pemerintah
sebagai faktor ekonomi atau bisa juga diluar faktor tersebut, khusus
barang-barang yang dilarang diperdagangkan atau diedarkan seperti
senjata, narkotika dan sebagainya.
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Tingginya harga barang-barang hasil produksi dalam negeri yang
harus dipikul oleh konsumen akan membawa ke pemikiran uriuk
menstimulasi (memicu terjadinya) penyelundupan barang impor, yang
pada gilirannya dapat dibeli di pasar-pasar gelap (black market),
tentunya dengan harga murah oleh konsumen, karena Bea Masuk
tidak dibayar. Memang hal itu sangat merugikan pemerintah dalam
mengumpulkan dana untuk pembangunan, tetapi secara individual
menguntungkan konsumen itu. Kalau ini terjadi, maka penyelundupan
barang-barang konsumsi bahkan akan meningkat,

. Modus Operandi Penyelundupan

Dalam prakteknya di lapangan selama ini, terdapat beberapa
modus atau cara kenja dilakukannya perbuatan penyelundupan seperti:

1. Menyelundupkan barang demi untuk memiliki devisa di Juar
negeri. Pemerintah melalui pemberlakuan PP Nomor 1 Tahun
1982 tentang Bebas Devisa, jenis kegiatan penyelundupan
sepert int menjadi pupus.

2. Penyelundupan melalui cara perpindahan barang di tengah lautan
dari kapal asing ke kapal antar-pulau dalam hal pemasukan
barang dan dan kapal antar-pulau ke kapal asing dalam hal
pengeluaran barang. Contoh kasus: Modus operandi
penyelundupan barang-barang pindahan yang paling terkenal
adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan antara
September 18971 — Oktober 1972 oleh Robby Tjahjadi, Heru
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Tiandra, Nie Siong Guan, Lie Eng Kok Kwee Ing Siang, dan lain-
lain dengan cara memalsu paspor orang pindah, menyewa
paspor orang pindah. Motif penyelundupan ini adalah untuk
menghindar membayar bea masuk yang tinggi, kernganan PPN
dan pungutan-pungutan lain. Dalam dakwaannya, jaksa
memperkirakan negara dirugikan tidak mendapat pemasukan
yang seharusnya diterima sebesar Rp. 2.328.000.000,00 (dua
miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupaiah}. (lihat Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januar 1975 Nomor 98, 99
K/Kr1874).

Belajar dari kasus ini, maka Menteri Keuangan mengeluarkan
Surat Keputusan Menten Keuangan No.71/MKIIT4 tanggal 14
Januar 1974 yang menentukan bahwa khusus barang-barang
pindahan berupa kendaraan bemotor dikenakan bea masuk dan
pungutan-pungutan lain sebagaimana berlaku bagi barang-
barang impor biasa. Peraturan baru ini berhasil menghentikan
modus operandi seperti dilakukan oleh Robby Tjahjadi, dkk.
Tetapi manipulasi barang-barang pindahan lain masih mungkin
terjadi, khususnya barang-barang yang dilarang diimpor atau bea
masuknya sangat tinggi.

. Modus penyelundupan meialui barang-barang yang dimasukkan
untuk kepentingan penanaman modal asing dan dalam negeri.

Misainya barang-barang porselen buatan ltalia untuk
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pembangunan hotel-hotel yang melebihi keperluan, sehingga
sisanya dilempar ke pasaran alau rumah-rumah real estate. Motif
pemasukan barang-barang demikian ialah karena bea masuknya
sangat tinggi.

. Penyelundupan yang dilakukan terhadap barang-barang yang
dimasukkan untuk keperluan pameran yang mestinya diekspor
kembali. Modus penyelundupannya: mungkin sebagian barang
tersebut tidak diekspor kembali atau diganti dengan barang lain
yang sejenis, lalu barang pameran tadi dijual di Indonesia dengan
harga tinggi.

. Penyelundupan barang-barang dengan tidak memakai dokumen
sama sekali, tetapi menempel pada barang lain yang mempunyai
dokumen. Misalnya, pernah terjadi penyelundupan kaset-kaset
video dan barang-barang elektronik yang lain  yang
disembunyikan di dalam kopor-kopor yang diimpor dengan
dokumen yang lengkap.

. Modus operandi invoice tidak benar. Modus ini terjadi dengan
cara memanipulasi harga fnvoice yang dilakukan oleh importir
untuk menghindari bea masuk yang tinggi atau alau juga karena
dilarangnya barang itu untuk diimpor. Mengingat, terhadap barang
yang diimpor yang tidak dilindungi oleh LKP (Laporan Kebenaran
Pemeriksaan), maka perhitungan untuk bea masuk dan

pungutan-pungutan lain didasarkan pada harga invoice.
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7. Modus operandi dengan memasukkan barang lewat pintu
pelabuhan secara sedikil-sedikit. Bukli nyata modus
penyelundupan ini adalah dilakukan oleh anak buah kapal yang
membawa barang-barang elektronik, pakaian, alat rumah tangga
tanpa pemenksaan bea cukai seperti yang dapat dilihat di pasar
Ular Tanjung Priok Jakarta, dimana banyak pakaian-pakaian
buatan Jepang, Taiwan, lampu-lampu, karpet-karpet bahkan
meja-meja buatan ltalia yang dijual dengan harga jauh dibawah

harga toko.

Melihat motif dan modus operandi serta akibat kerugian yang
ditimbulkan dan tindakan penyelundupan, dapat dimunculkan pertanyaan,
apakah tindakan penyelundupan dalam bidang kepabeanan dapat
dikatakan sebagai suatu delik atau tindak pidana ekonomi 7

Berikut penulis ingin mengemukakan beberapa pemahaman tentang
pengertian tindak penyelundupan dengan beberapa ketentuan peraturan
yang ada atau pemah ada seperti benkut:

1. KEPPRES (Keputusan Praesiden No.73 Tahun 1967)
Keputusan Presiden Nomeor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayaf (2)
menyatakan bahwa :
“findak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang
berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dan

Indonesia ke luar negen (ekspor) atau pemasukan barang
atau vang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.
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Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
73 Tahun 1967, maka 'penyelundupan’ ialah delik berkenaan dengan
impor atau ekspor barang atau uang.

Penulis berpendapat behwa perumusan ini terlampau luas dan
tidak yuridis, karena berari semua tindak pidana yang berhubungan
dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan,
penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan
impor adalah penyelundupan ?

2. Tinjauan dari Ordonansi Bea = 0.8. (Rechten Ordonantie)

Sumantoro (1880 . 96) mengemukakan bahwa yang dimaksudkan
dengan ‘delik” atau tindak pidana penyeiundupan adalah semua
perbuatan yang melanggar Ordonansi Bea dan diancam dengan
pidana,

Menurut penulis, definisi Sumantoro ini lebih konkrt dan lugas
menyatakan bahwa semua perbuatan yang melanggar Ordonansi Bea
adalah termasuk tindak pidana penyelundupan dan karena demikian
dapat dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

Ordonansi Bea (Recthen Ordonantie), telah diciptakan semenjak
tahun 1882, yakni dengan Sbld. 1882 Nomor 240, diumumkan lagi
dalam tahun 1931 dengan Sbid. 1931 Nomor 471 dan sejak itu telah
diubah berkali-kali, dengan Sbid. 1932 Nomor 212, 1935 Nomor 149,

1835 Nomor 584, 1936 Nomor 702, dan 1948 Nomor 43 dan LN 1951
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Nomor 10, 1851 Nomr 39 dan 1954 Nomor 11. Pada Ordonansi
tersebut dilampirkan Reglemen A dan Reglemen B.

Melalui Undang-undang MNomor 8 Tahun 1858 Ordonansi Bea
(Recten Ordonantie) tersebut di atas kemudian dimasukkan ke dalam
Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Momor 7
Tahun 1955). Demikianiah, sejak itu pula setiap pelanggaran terhadap
Ordonansi Bea (OB) atau Rechten Ordonanfie dengan sendirinya
menjadi delik atau tindak pidana ekonomi.

. Tinjauan Era Baru Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995

Di dalam Undang-undang Kepabeanan yang baru (UU. No.10
Tahun 1985 tentang Kepabeanan) pada bagian penjelasan Pasal 102,
dikemukakan oleh pembuat Undang-undang bahwa Undang-undang
ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang
harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor
barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang
tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan
oleh Undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini
dengan hukuman akumulatif berupa penjara dan denda.

Lebih lanjut yang dimaksudkan dengan "tanpa mengindahkan
ketentuan Undang-undang ini® adalah sama sekali tidak memenuhi
ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan Undang-
undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau

mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-
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undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan

yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

C. Peraturan Hukum Kepabeanan

Sumber hukum bagi peraturan di bidang Kepabeanan adalah
Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang
ini disahkan oleh Presiden Rl pada tanggal 30 Desember 1985 dan
diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1995 pada
tanggal yang sama.

Meskipun diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Pasal 118
Undang-undang ini menyatakan bahwa Undang-undang ini mulai beraku
pada tanggal 1 April 1998. Dalam Pasal 117 Undang-undang ini
ditegaskan bahwa tidak berlaku lagi :

1.  Rechien Ordonantie atav Crdonansi Bea (0.8.) Staatsbiad Tahun

1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah:;

2. Indische Tarief Wet Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana
telah diubah dan ditambah;

3. Tarief Ordonantie Sfaatsbiad Tahun 1810 Nomor 628 sebagaimana
telah diubah dan ditambah.

Mamun dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 116 Bab XV,
dinyatakan bahwa semua urusan kepabeanan yang belum dapat
diselesaikan, untuk penyelesaiannya tetap beraku Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Kepabeanan yang lama sampai tanggal 1 April
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undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan

yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

C. Peraturan Hukum Kepabeanan

Sumber hukum bagi peraturan di bidang Kepabeanan adalah
Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang
ini disahkan oleh Presiden Rl pada tanggal 30 Desember 1985 dan
diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1995 pada
tanggal yang sama.

Meskipun diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Pasal 118
Undang-undang ini menyatakan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Aprii 1996. Dalam Pasal 117 Undang-undang ini
ditegaskan bahwa tidak berlaku lagi -

1.  Rechiten Ordonantie atau Ordonansi Bea (O.B.) Staatshiad Tahun

1862 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2. Indische Taref Wet Staatsbiad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana
telah diubah dan ditambah;

3. Tarief Ordonantie Staatsblad Tahun 1810 Nomor 628 sebagaimana
telah diubah dan ditambah.

Namun datam Ketentuan Peralihan pada Pasal 116 Bab XVil,
dinyatakan bahwa semua urusan kepabeanan yang belum dapat
diselesaikan, untuk penyelesaiannya tetap berdaku Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Kepabeanan yang lama sampai tanggal 1 April



1887. Hal ini dimaksudkan olen pembuat Undang-undang untuk
menampung penyelesaian lagihan Bea Masuk dan pungutan impor
lainnya, demikian pula tagihan pihak yang berpiutang kepada negara
berupa kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pungutan lain yang
pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan Kepabeanan yang lama untuk segera dituntaskan sampai pada
tanggal 1 April 1987,

Dengan lahimya Undang-undang Kepabeanan yang baru tersebut,
maka peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai bagian
dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan
masyarakal, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan
Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat
lebih mendorong laju pembangunan nasional sebagaimana penulis
utarakan pada bagian Pendahuluan.

Hal ini penting dipahami dalam kerangka berpikir bahwa meskipun
terhadap ketigs peraturan Perundang-undangan tersebut diatas
sebelumnya masih terus diberlakukan berdasarkan Pasal 1| Aturan
Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian dilakukan
perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan
nasional khususnya kegiatan perekonomian nasional bangsa Indonesia,
disadart bahwa perubshan dan penambahan tersebut belumiah dapat
memenuhi tuntutan dimaksud sehingga periu dilakukan pembaruan. Hal

ini dikarenakan perubahan yang semula tersebut hanya bersifat partial



(sebagian-sebagian) dan tidak mendasar seria berbeda falsafah yang

melatar belakanginya.

Jika disimak dengan baik, maka dapat dilihat bahwa Undang-undang

Kepabeanan No.10 Tahun 1995 ini telah memperhatikan aspek-aspek:

a). Keadilan; sehingga kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada
anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan
terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang
sama;

b). Pemberian insentif vang akan memberikan manfaat bagi
pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa
fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea Masuk atas
impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor, dan pemberian
persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan;

c). WNeirailas dalam pemungutan Bea Masuk sehingga distorsi yang
mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari:

d). Kelayakan administrasi; yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan
dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah
dipahami oleh anggota masyarakat sehingga fidak teqjadi duplikasi.
Cleh karena itu biaya administrasi dapat difekan serendah mungkin;

e). Kepentingan penerimaan negara;, dalam ari ketentuan dalam
Undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas,
potensial, dan fleksibiltas dard penerimaan, sehingga dapat

menjamin  peningkatan penenmaan negara, dan dapat
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g)-

h).

mengantisipasi kebuluhan peningkatan pembiayaan pembangunan
nasional.

Penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang ini ditaati;

Wawasan MNusantara; sehingga ketentuan dalam Undang-undang ini
diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyal
kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, diperairan pedalaman, perairan
nusantara, laut wilayah, zona tambahan, zona Ekonomi Eksklusif,
Landas Kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran
intemasional;

Praktek kepabeanan intemasional sebagaimana diastur dalam
persetujuan perdagangan internasional,

Dalam Undang-undang kepabeanan No.10 Tahun 1995 juga

mengatur hal-hal baru yang sebelumnya fidak diatur dalam keliga

peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan

tentang Bea Masuk Anti diemping dan Bea Masuk Imbalan, pengendalian

impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan

intelekiual, pembukuan, sanksi administrasi, penyidikan dan lembaga

banding

Bahkan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan telah

dibuatkan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah R.l. No.55

Tahun 1996. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka pejabat
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pegawal neger sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai
diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan findak
pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Hal yang mendasar pemberan wewenang tesebut di atas kepada
pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak lain dikarenakan oleh
pertimbangan bahwa tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai
adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam
tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun
kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di
bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh
pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan.
Dengan demikian dapat dicapai efektifitas dan efisiensi dalam

pelaksanaan penyidikan findak pidana tersebut,

D. Pembedaan Kejahatan Terhadap Pelanggaran Menurut Hukum
Pidana dan Undang-Undang Kepabeanan
Sianturi  (1986:229-231) mengemukakan beberapa acuan dalam
membedakan kejahatan terhadap pelanggaran sepert benkut;
a). Dalam KUHP Pidana, kejahatan ditempatkan dalam buku ke-ll dan
pelanggaran ditempatkan datam buku . KUHP buku Il berisi 30
title jenis kejahatan, sedangkan di bagian Buku lll terdapat 10 Title

jenis Pelanggaran. Meskipun demikian, temyata, dalam KUHP,
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b).

bdak ada salu pasal-pun yang memberikan dasar pembagian
kejahalan terhadap pelanggaran.

Cir-cii  minimum untuk membedakan kejahatan terhadap
pelanggaran terletak peda penilaian-kesadaran hukum pada
umumnya dengan penekanan (stress) kepada delik hukum (rechts-

delicten) dan delik undang-undang (wet-delicten).

. Dasar pembedaan lain dari kejahatan terhadap pelanggaran adalah

terletak pada beratringannya pidana vyang diancamkan.
Seyogianya untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti
pidana mati atau penjara / kurungan.

Tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan lainnya
yang setingkat dengan KUHF telah ditentukan apakah ia
merupakan kejahatan atau pelanggaran, Sedangkan tindak-pidana
yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya
(peraturan pemerintah, peraturan-peraturan gubemur/Kepala

daerah dan sebagainya) pada umumnya merupakan pelanggaran.

Sianturi (1986:230-231) mengomentan dasar pembedaan

kejahatan terhadap pelanggaran pada huruf (a) dan (b) di atas bahwa

dar sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagal delik hukum

atau pelanggaran sebagal delik undang-undang, tidek banyak

facdahnya sebagai pedoman. Demikian pula dan sudut ketentuan

beratringannya ancaman pidana terhadapnya, seperti yang

a4



dikemukakan di atas, sulit uniuk dipedomani. Lebih lanjut pendapat
Sianturi bahwa Dalam penerapan hukum-positif liada yang merupakan
suatu kesulitan, karena dengan penempatan kejahatan dalam buku
kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, sudah cukup sebagai
pedoman, untuk menentukan apakah sesuatu tindakan merupakan
kejahatan atau pelanggaran.

Menurut Wetboek v.Strafrecht (M.v.T) pembagian atas kefahatan
{misdrijven) terhadap pelanggaran (overtredingen} didasarkan atas
perbedaan  prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah
‘rechisdeliten”, yailu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak
ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbualtan pidana, telah
dirasakan sabagai onrecht, sebagal perbuatan yang bertentangan
dengan tata-hukum. Sebaliknya, pelanggaran adalah “wetsdeliktern”,
yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat
diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Moeljatnio {1993:71) menyorot pendapat di atas babwa sudah sejak
sebelum Wetboek v Strafrecht (M.v.T) mulai beraku, pandangan
menurut Mv.T. ini telah ditentang. Disebutkan antara lain bahwa ada
pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan wet sudah
dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, umpamanya pasal 489
straatschending atau baldadigheid (kenakalan), Pasal 494 ke-6 yaitu
menimbulkan rintangan di jalan umum; Pasal 503 mengganggu

kesejahteraan di malam hari {nachitrust). Sebaliknya dalam Pasal 216



dikatakan ada contradictio in terminis, karena tidak mungkin dengan
tidak adanya wel kita menaati perintah seorang anggola kepolisian,
perintah mana hanya dapat diberikan menunust wet.

Oleh karena itu, lanjut Moeljatno, pandangan diatas yang dalam
kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif anatar
kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak
ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada
perbedaan kuanttatif (sozl berat atau entengnya ancaman pidana)
antara kajahatan dan pelanggaran.

Moeljatno (1993:73) mengatakan untuk KUHP kita sekarang
sebalknya adalah bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran
itu didasarkan atas berat atau entengnya pidana saja. Adapun
pembedaan berdasarkan gans antara rechts dan wetsdelikien ifu
sangat sukar untuk menentukannya, mengingat adalah keharusan bagi
tiap-tiap pembentukan undang-udang untuk menentukan bahwa suatu
perbuatan pidana yang tertentu dimasukkan dalam kejahatan atau
pelanggaran. Kalau penentuan ini tidak ada, maka perbuatan tidak
dapat diadili.

Adapun menurut Moeljatno (1893:73-74), paling kurang ada
beberapa pedoman untuk membedakan kejahatan terhadap
pelanggaran sebagai berikut:

a). Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
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b). Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan,, ‘= s

7
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atau kealpaan) yang diperiukan di situ, harus dibuktikan oleh .Jahw:? T

sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak wusah.
Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan
yang dolus dan culpa.

c). Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana
(Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak
dipidana (Pasal 60).

d). Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak
menjalankan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek
daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu dan dua
tahun.

e). Dalam hal perbarengan (concursus) para pemidanaan berbeda-
beda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang
enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 85, 65-70).

f). Perbedaan kejahatan terhadap pelanggarman tidak menjadi ukuran
lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa
mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya
diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan

dalarn acara mengadili.

Wirjono Prodjodikoro (2003 : 4) menyatakan bahwa perbedaan
kejahatan dan pelanggaran yang dibuat dalam buku Il dan Il KUHP

didasarkan pada perbedaaan tingkat beratnya sanksi hukuman. Lebih

T



lanjut dikemukakan bahwa kejahatan pada umumnya diancam
hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya

didasarkan pada sifat lebib berat daripada kejahatan.

Perlu Tidaknya Membedakan Kejahatan Terhadap Pelanggaran.

Sudah sejak lama timbul pendapat bahwa pembedaan tindak pidana

sebagai kejahatan terhadap pelanggaran sudah tidak diperukan lagi

karena adanya keraguan pada dasar /landasan dari psmbedaan
tersebut. Di dalam literatur ilmu hukum pidana, terdapat beberapa
pendapat yang dapat dijadikan landasan tecri mengenai apakah masih
periu diadakan pembedaan antara kejahatan terhadap pelanggaran.

Pendapat-pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli hukumn pidana

sebagai berikut:

a). Winono Prodjodikoro (2003 : 8) mengemukakan suatu kritikan
terhadap penggalongan jenis-jenis tindak pidana berupa golongan
kejahatan dan golongan pefanggaran seperti yang dimuat dalam
KUHP. Menurut pendapatnya, sebaiknya tidak peru lagi dibuat
pembedaan antara golongan kejahatan dan golongan pelanggaran
dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan karena
perkembangan masyarakat yang demikian pesat membawa akibat
makin bertambah banysk ragam dan kompleksnya kepentingan-
kepentingan yang harus diatur. Dengan demikian hukum pidana

harus pula mampu merespons perkembangan yang luas dan pesat
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dari kemajuan masyarakal tersebul, dan jika tidak, akan fimbul
kesulitan-kesulitan untuk terus memisahkan golongan kejahatan
dan golongan pelanggaran. Sebelumnya, Wirjono (1969:27) dalam
bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, terbitan
PT Eresco Bandung 1968 mensitir kesimpulan yang ditempuh
Hezewinkel Suringa yang mengatakan tidak adanya perbedaan
“kwalifikasi” antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi yang ada,
adalah pembedaan “kwantitatief™ yaitu kejzhatan pada umumnya
diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran,
Wirjono menyetujui pembedaan secara kwantitatief tersebut,
karena memang sesuai dengan kenyataan, sehingga menulis
sebagai berkut. *Dengan demikian penggolongan “kejahatan
terhadap ‘pelanggaran” ini adalah penting dengan adanya
konsekwensi tersebut di atas. Maka dalam tiap ketentuan hukum
pidana dalam undang-undang di luar KUHP harus ditentukan,
apaksah tindak pidana yang bersangkutan adalah “kejahatan” atau
“pelanggaran”.

Sianturi (1986:236) mengemukakan pendapainya sehubungan
dengan peruftidaknya pembedaan kejahatan dengan pelanggaran
bahwa pembedaan “penamaan” tersebut mungkin sekali tidak
begitu dipedukan. Tetapi tokh masih peru diadakan perbedaan
atas dasar kwantitasnya, yaitu tindak-pidana yang ancaman
pidananya berat (tindak-pidana berat) dengan tindak pidana yang
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ancaman pidananya ringan, dihubungkan dengan akibat-
hukumnya.

c). Penggabungan pendapat Moeljaino dan Oemar Senocadji datam
Resolusi Seminar Hukum Masional 16 Maret 1863 No.lV vang
diselenggarakan oleh Lembaga Pembianaan Hukum Nasional
(LPHN) dinyatakan bahwa mengenai bagian khususnya, yang tidak
mengadakan lagi penggolongan-penggolongan dalam dua macam
delik (kejahatan dan pelanggaran).

Jika penulis merefieksikan kembali pendapat yang bersifat kritikan
konstruktif dari Wifono Prodjodikoro tersebut diatas dengan Undang-
undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka penulis melihat
bahwa pendapat Wirjono Prodjodikoro menjiwai pembuat Undang-
undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang ftidak lagi
menyebut-nyebut istilah kejahatan dalam Undang-undang tersebut
melainkan langsung menyebut kata demi kata jenis-jenis perbuatan
yang dikategorikan melanggar ketentuan Uindang-undang itu seperti
yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Istilah konkrit yang
digunakan cleh pembuat Undang-undang ini adalah "tindak pidana di
bidang Kepabeanan® seperti terihat dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (n)
dan huruf (p) serta pasal-pasal lainnya.

Adapun istilah pelanggaran dalam Undang-undang No.10 Tahun

1885 Tentang Kepabeanan lebih dimaksudkan bagi setiap perbuatan
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atau tindakan yang menyalahi ketentuan-ketentuan Undang-undang

Ma.

10 Tahun 1995 yang dikenakan sanksi adminisirasi berupa denda

(Pasal 114),

E. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana (Kejahatan
dan Pelanggaran) Kepabeanan

1. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ekonomi Menurut Undang-undang

Momor 7Dt/ 1955

Sanksi-sanksi (ancaman hukuman) yang dimuat dalam Undang-

undang Nomor 7/Drt/1955 diklasifikasikan afas 3 (tiga) jenis hukuman,

yakni:

a,

1.

2.

Hukuman pokok; terdin dari :

Hukuman mati;

Hukuman penjara (Pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959, tanggal
16 Nopember 1959: “jika tindak pidana  tersebut dapat
menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam
masyarakat, maka ancaman hukuman penjara ‘seumur hidup'
atau selama-lamanya 20 tahun. Namun, kekacauan
perekonomian dalam masyarakat harus dibuktikan terfebih
dahulu,

Hukuman kurungan. Hukuman pidana kurungan dalam hukum
pidana ekonomi harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana
denda (Pasal 1 ayat (1) Perpu No.21 Tahun 1859 beserta

penjelasannya). Lamanya hukuman kurungan adalah maksimum
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1 tahun dalam hal pelanggaran tersebut dalam Pasal 1 sub 1e
Undang-undang Nomor 7/DrM1955, dan maksimum 8§ bulan untuk
pelanggaran berdasarkan Pasal 1 sub 3e,

b. Hukuman tambahan; terdiri dari

1. Pencabutan beberapa hak yang terfentu;

2, Perampasan beberapa barang tertentu (barang-barang tetap
yang berwujud dan tidak berwujud);

3. Pengumuman keputusan Hakim.

c. Hukuman tata tertib. Tindakan tata tertib dapat dikenakan sebelum
sidang pengadilan dimulai. Tindakan tata tertib tersebut dapat
diperlakukan jika pelaku penyelundupan adalah badan
hukum/badan usaha. Pada dasamya tindakan tata tertib dibagi
dalam kategori sebagai berikut

1. Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu (Pasal
1sube).
2. Mewsjibkan membayar sejumiah tUang sebagai pencabutan
keuntungan menurut lokasi (Pasal 8 sub ).
3. Mewajibkan mengerjakan sesuatu atau mengadakan sesuatu
(Pasal 8 sub d).
Sanksi-sanksi lain dar pidana-pidana tersebut di atas masih
dikenal sanksi secara materal yang merupakan sanksi-sanksi
administratif, perdata dan organisatoris. Di samping sanksi-zanksi

berupa pidana dan sanksi-sanksi administrasi lain-lain i, yang dapat

AT



dijatuhkan oleh Hakim ekonomi, dan Hakim yang material merupakan

sanksi-sanksi pendahuluan.

. Sanksi Hukuman Menurut Undang-undang Kepabeanan MNo.10 Tahun

1985

Dalam Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995, dikenal

jenis-jenis hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap

pelanggar ketentuan Undang-undang ini:

3.

Hukuman pidana penjara (Pasal 102 maksimum B8 tahun penjara,
Pasal 103 maksimum 5 tahun penjara, Pasal 104, 105, 106
maksimum 2 tahun penjara).

Sanksi berupa perampasan barang untuk menjadi millk negara
(Pasal 108).

Penyitaan atas harta kekayaan dan atau pendapatan terpidana
yang tidak membayar sanksi denda yang dijatubkan kepadanya
(Pasal 110).

Hukuman kurungan paling lama 6 bulan apabila sanksi penyitaan
tersabut pada bagian ¢ di atas tidak dapat dipenuhi.

Terhadap semua pelanggaran dikenakan sanksi administrasi

berupa denda dengan sejumiah Uang terfentu (Pasal 114).

. Jenis-Jenis Kejahatan dan Pelanggaran Kepabeanan

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan, telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat
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dikenai pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

Adapun beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana

cleh Undang-undang No.10 Tahun 1995 antara lain sebagai berikut:

a. Perbuatan Penyelundupan; dimana perbuatan ini ditujukan bagi
barangsiapa yang mengimpor atau mengekpor atau mencoba
mengimpor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-
undang No.10 Tahun 1885;

b. Perbuatan LAIN-LAIN yang tergolong tindak pidana di bidang
Kepabeanan berupa:

1. Menyerahkan pembentahuan Pabean dan/atau dokumen
pelengkap Pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau
tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk
pemenuhan kewajiban Pabean;

2. Mengeluarkan barang impor dan kawasan Pabean atau dari
Tempat Penimbunan Berikaf, tanpa persetujuan Pejabal Bea
dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran
Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka
impaor;

3. Membuat, menyetujui, atau turut serfa dalam penambahan data
paizu ke dalam buku atau catatan;

4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan barang impor vang berasal dari

tindak pidana penyeiundupan.
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5. Mengangkut barang yang berasal dar ftindak pidana
penyelundupan;

6. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau
membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini
harus disimpan;

7. Menghilangkan, menyetujui, atau turut sertla dalam
penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean,
Dokumen Pabean, atau Catatan:

B, Menyimpan dan atau menyediakan blangko faktur dagang dani
perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat
digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean menurut
Undang-undang No.10 Tahun 1995;

8. Membongkar barang impor ditempat lain dan tempat yang
ditentukan menurut Undang-undang ini;

10.Tindakan tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci,
segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat
Bea dan Cukai;

11. Khusus ditujukan bagi: importir, eksportir, pengusaha Tempat
Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan
Berikat, pengusaha Jasa Kepabeanan, atau pengusaha
pengangkutan dapat diketegorikan melakukan kejehatan atau

pelanggaran peraiuran Kepabeanan jika bertindak sebagai
berkut:
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- Tidak memenuhi Kewsajiban Kepabeanan  untuk
menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan
serta surat-menyurat yang bertalian dengan Impor dan
Ekspor,

- Tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk
menyerahkan buku, catatan, dan surat-menyurat yang
bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk kepentingan
pemeriksaan;

- Tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang
No.10 Tahun 1995 tentang kewajiban unituk menyimpan
selama 10 (sepuluh) tahun semua buku, catatan, seria
surat-surat yang bertalian dengan impor atau ekspeor pada
tempat usahanya di Indonesia.

12. Ancaman pidana juga berlaku bagi pengusaha pengurusan jasa
kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan
Pabean atas kuasa yang diterimanya dar importir atau eksportir
jika melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana
berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1985;

Terhadap semua findak pidana fersebut di atas, Undang-undang

MNo.10 Tahun 1995 dengan tegas menjatubkan sanksi hukuman atas
semua jenis keishatan atau pelanggaran peraturan Kepabeanan

tersebut di atas sebagai benkut;



Tindak pidana pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, diancam dengan
hukuman pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun dan / atau
denda paling banyak Rp.250.000.000,00 {dua ratus lima puluh juta
rupiahy);

. Tindak pidana pada angka 5, 8, 7, dan 8 di atas, diancam dengan
hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau
denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

. Tindak pidana pada angka 9, dan 10 di atas, diancam dengan
hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau
denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah);

. Tindak pidana pada angka 11 di atas, diancam dengan diancam
dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /
atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh
lima juta rupiah);

. Terhadap Badan Hukum, Perseroan atau Perusahaan
Perkumpulan, Yayasan atau Koperasi yang dipidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang No.10 Tahun 1895, maka pidana
pokok yang dijaluhkan selau berupa pidana denda paling banyak
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Barang impor atau ekspor yang berasal dan tindak pidana
penyelundupan dan / atau tindak pidana menurnut kategon angka 2,

4, 5 dan 9 di atas dirampas untuk negara, demikian pula dengan
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sarana pengangkut yang digunakan dalam findak pidana
penyelundupan dirampas uniuk negara;

. Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana sebagai
gantinya diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan terpidana.
Namun, dalam hal pengoantian tersebut tidak dapat dipenuhi,
pidana denda diganti dengan pidana penjara paling lama 6 {enam)
bulan.

. Sanksi Administrasi berupa denda saja juga dijatuhkan terhadap
tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dari Undang-undang
MNo.10 Tahun 1995, antara lain contohnya:

- sanksi denda paling banyak lima ratus persen (500%) dan
Bea Masuk yang kurang dibayar dan paling sedikit seratus
persen (100%) dari Bea Masuk yang kurang dibayar akan
dikenakan bagi barangsiapa yang salah membertahukan
jenis dan atau jumiah barang dalam Pemberitahuan Pabean
atas Impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran
Baa Masuk (Pasal 82 ayat (5));

i sanksi denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (safu juia rupiah)
akan dikenakan bagi barangsiapa yang salah
membertahukan jenis dan atau jumish barang dalam

pemberitahuan Pabean atas Ekspor (Pasal 82 ayat (8) );
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Dan masih banyak lagi sanksi denda yang dimuat dalam ketentuan-
kelentuan Undang-undang No.10 Tahun 19985 tentang Kepabeanan.

Dalam Pasal 111 Undang-undang MNo.10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, disebutkan juga bahwa tindak pidana di bidang
Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya
tindak pidana kepabeanan tersebut.

Adapun tindak penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
Kepabeanan, diberikan wewenang khusus kepada pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk melakukan penyidikan, dan penyidikan tersebut dilakukan
terdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Pasal 112).
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapat data yang akurat dalam rangka penulisan skripsi ini,
penulis memilih objek atau lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Bea
Cukal Tipa A Makassar, Kantor Wilayah X| Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data
Dar pengumpulan data yang Penulis lakukan, maka diperoleh 2

{dua) macam data, yakni :

1. Dala primer; adalah data yang penulis percleh secara langsung yang
berkaitan dengan objek penelitan dan masih membutuhkan
pengolahan lebih lanjut sehingga data tersebut menjadi data siap
pakai. Data yang penulis maksudkan di sini antara lain berupa data
yang diperoleh dengan mengadakan wawancara (22 Februari 2005),
pengisian angket dan penelfifian secara langsung dengan pihak-pihak
yang terkait di lapangan;

2 Data sekunder: berupa data yang diperoleh dar bahan-bahan
dokumentasi dan bahan terfulis lainnya yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akan menjadi

bahan-bahan pembahasan dan penulisan skrpsi ini, maka dalam

penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara

1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang penulis
lakukan dengan mengadakan survei dan observasi langsung pada
Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah - X
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar. Adapun teknik-teknik
yang penulis gunakan adalah wawancara (22 Februan 2005),
kuisioner, check list. Untuk lebih menyakinkan penulis pada data
yang diterima, maka penulis melakukan pengamatan terhadap
proses penerapan dan implementasi wewenang schikking atas
pelanggaran di bidang Kepabeanan yang dilaksanakan pada Kantor
Wilayah Xl Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar. Dalam
melakukan wawancara (22 Februari 2005), penulis mengumpulkan
data secara langsung melalut tanya jawab berdasarkan daflar
pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara (22
Februarn 2005) tidak berstruktur untuk mempercleh data dan
informasi yang dibutuhkan, Di samping melakukan wawancara (22
Februari 20058) dengan pejabat Bea Cukai yang terkait dengan
proses penerapan wewenang shickking, penulis juga mengadakan
wawancara (22 Februan 2005) dengan Kejaksaan dalam rangka

memperoleh data dan informasi pembanding yang terkait dengan
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bagaimana upaya kontrol yang selama ini dilakukan oleh pihak
Kejaksaan terhadap Bea Cukai atas wewenang yang dilimpahkan
kepada Bea Cukai tersebut.

2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang penulis
lakukan dengan meneliti dan mengumpulkan serta mempelajari data-
data dari buku-buku literatur, tulisan-tulisan, artikel-artikel, majalah-
majalah hukum, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan,
jumal-jumal, berita di surat kabar, dokumen-dokumen (archival
method) dan bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan

yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dan keterangan sera informasi
mengenai proses Schikking dalam pelanggaran Kepabeanan vyang
diterapkan pada Kanfor Wilayah X Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai,
Makassar, maka selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif dan
kuantitatif untuk kemudian penulis bahas dan fuangkan dalam bentuk

penyajian tulisan yang bersifat deskriptif.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tatalaksana Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Pelanggaran

Kepabeanan Di Bidang Impor

Bagaimana mekanisme dan ketatalaksanaan sanksi administrasi berupa

denda di bidang kepabeanan diterapkan oleh aparat Bea Cukai dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari ? Pasal 51 Keputusan Direktur Jenderal

Bea dan Cukai No.Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang tmpor).

(1)

(2)

(3)

Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran
ketentuan kepabeanan yang terjadi di Kantor Pabean dilaksanakan
atas nama Direktur Jenderal cleh Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat yang ditunjuknya.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan
besamya sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan
aurat penetapan.

Perhitungan persentase (%) denda dan kesalahan pemberitahuan
jumiah, jenisdan/atau nilai pabean didasarkan atas jumiah
kekurangan pembayaran Bea Masuk yang seharusnya dibayar dibagi
dengan jumiah pembayaran Bea Masuk yang telah dibayar dari

seluruh barang impor yang dikenai sanksi administrasi dalam satu

PIE.
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(4)

(3)

()

Penghitungan denda dalam hal terdapat kesalahan yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk didasarkan
pada perkalian persentase (%) denda dengan jumlah kekurangan
pembayaran Bea Masuk dari kesalahan pemberitahuan jumiah, jenis,
dan/atau Nilai Pabean.

Untuk barang impor dengan tarif atau tarif akhir Bea Masuk 0% (nol
persen), sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5 000.000,00
(lima juta ruptah) hanya dikenakan satu kali saja untuk satu PIB.
Contoh Penghitungan sanksi administrasi berupa denda sesuai
dengan lampiran |X Keputusan Direktur Jenderal ini.

Jika dalam satu PIB terdapat kelebihan bayar dalam satu pos dan
kekurangan bayar dalam pos yang lain, kelebihan bayar dapat
dikompensasikan untuk membayar kekurangan bayar sepanjang
masih dalam mata anggaran pananmaan yang sama.

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Mo Kep-07/BC/2003  tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana

Kepabeanan Di Bidang Impor, maka petunjuk pelaksanaan sanksi

administrasi kepabeanan menggunakan Pasal 46 KDJBC No.KEP-

15/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Talalaksana Kepabeanan Di

Bidang Impor sebagai dasar hukum dan acuan mekanisme tatalaksana

pemberlakuan sanksi administrasi kepabeanan. Adapun bunyi dari Pasal

46 tersebut adalah sebagai berkut:




a. Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran
ketentuan kepabeanan yang terjadi di Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukal.

b. Penetapan sanksi administrasi dilaksanakan dengan menertibkan
Nota Pembetulan atau Surat Penetapan Sanksi Administasi (SPSA).

¢. Penghitungan denda dalam hal terdapat Nota Pembetulan yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk didasarkan
pada perkalian persentase (%) denda dengan kekurangan
pembayaran Bea Masuk untuk setiap jenis barang.

Dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang
baru No Kep-07/BC/2003 tentang Pefunjuk Pelaksanaan Tatalaksana
Kepabeanan Di Bidang Impor, telah dimuat suafu contoh Perhitungan
sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

Penghitungan besarnya sanksi administrasi berupa denda atas
pelanggaran Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (6) dilakukan dengan
cara terehih dahulu menghitung besamya Prosentase denda, dan
setelah itu dilakukan Perhitungan besamya denda yang harus dikenakan
atas pelanggaran yang dilakukan.

Ada beberapa contoh kasus tambah bayar yang dapat dipakai
sebagai pedoman dalam menghitung besamya sanksi administrasi berupa

denda sabagaimana diuraikan dibawah ini ;
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Kesalahan yang menyebabkan terjadinya  kekurangan

pembayaran Bea Masuk dari sualu PIB, dikelompokkan menjadi

dua yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan
yang tidak mengakibatkan denda (klasifikasi atau pembebanan).

Penghitungan denda dilakukan dari kelompok kesalahan yang

mengakibatkan denda,yaitu dengan cara:

a. Jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk dijurmlahkan;

b. Prosentase denda dihitung dard jumizh kekurangan
pembayaran Bea Masuk dibagi dengan jumlah Bea Masuk
yang telah dibayar,

c. Jumlah denda yang harus dibayar adalah hasil perkalian
antara proszentase denda dengan jumlah kekurangan Bea
Masuk yang mengakibatkan denda;

d. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel Model-1 Contoh Perhitungan Sanksi Denda

Jenis Barang Jenis BM EM BM Kurang
Kesalahan | Dibayar | Seharusnya bayar
(Juta) {Juta) {Juta)
Televis Flasifikasi 10,00 20,00 10,00
Tape Recorder Fembehanan 10,00 20,00 10,00
VD Jumtah gl ] 15,00 500
Lampu Piar Nilal Pabean 20,00 30,00 10,00
Speaker sel Jenis 0,00 10,00 10,00
Jeirrrigt 50,00 55,00 45,00




a) Barang nourut 1 dan 2 tidak dikenakan denda dan
kekurangan pembayaran Bea Masuk = Rp. 20 juta,
b} Barang dengan nomor urut 3,4, dan 5 merupakan barang
yang kesalahannya dikenakan denda:
1) % denda = kurang bayar / jumlah dibayar x 100%
= 25730 x 100%
= 83,33% = denda 4 kali dari BM kurang bayar
2) Besamya denda yang dikenakan adalah = 4 x kurang
bayar
=4 x 25 juta
=Rp. 100 juta
¢} Jumiah BM yang kurang dibayar = Rp. 20 juta + 25 juta
=Rp. 45 juta
d) Denda = Rp. 100 juta
Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan
terhadap satu jenis barang yang mempunyai dua kesalahan, yaitu
kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak
mengakibatikan denda dilakukan dengan cara menghitung terebih
dahulu kekurangan bayar yang tidak dikenakan denda setelah ifu

baru dihitung kekurangan bayar yang mengakibatkan denda.
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Tabel Model-2 Contoh Perhitungan Sanksi Denda

No. Jumlah & Jenis Diberitahukan | Seharusnya | Selisih
Jenis Barang | Kesalahan
1. Televis Pembebanan 5% 10%
200 pes Milai Pabean 50 o 200 juta
Perhitungan:

a. Kekurangan bayar tanpa denda:
1) Bea Masuk yang dibayar dengan kesalahan pembebanan
adalah
Rp.50 juta x 5%=Rp.2,5 juta;
2) Bea Masuk yang seharusnya dibayar tanpa kesalahan
pembebanan adalah Rp.50 juta x 10% = Rp.5 juta:
3) Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk sebesar Rp.2,5

juta.

b. Kekurangan Bayar dengan denda;

1) Apabila tidsk ada kesalahan pembebanan maka importir
membayar Rp.50 juta x 10% = Rp.5 juta;

2) Bea Masuk yang seharusnya dibayar dengan Milai Pabean
yang sebanamya adalah 200 juta x 10% = Rp.20 juts;

3) Prosentase denda dihitung dan kekurangan pembayaran Bea
Masuk yang seharusnya dibayar dengan yang dibayar apabila
tidak terdapat kesalahan pembebanan, yaitu: kekurangan
bayar/seharusnya dibayar = 15/5 x 100% = 300% = berarii 5

kali dari Bea Masuk kurang bayar;



4) Denda administrasi yang dikenakan adalah sebesar 5 x Rp. 15

juta = Rp. 75 juta;

3) Jumiah Bea Masuk yang kurang dibayar = Rp. 17,5 juta

Denda Administrasi =Rp. 75 juta
3. Kekurangan bayar yang mengakibatkan denda terhadap barang
yang pambebanannya 0% hanya dikenakan satu kali untuk 1 PIB,
apabila pada PIB tersebut tidak ada barang impor lain yang harus
dikenai denda.
Tabel Model-3 Contoh Perhitungan Sanksi Denda
Ne | Jumiah & Jenis Jenis Diberitahukan | Seharusnya | Kekurangan dan
Barang Kesalahan Denda
T | Telavisi Pembebanan 5% 10% | Kurang  bayar=17,5 |
200 pes Nitai Pabean 50 juta 200 juts | juta, Denda = 75
juta
2 | Barang B % 0% | Barang B tidak kena
200 pes Nilai Pabean 100 juta 200 juta | denda karena
televisl sudah kena
denda
Tabel Model-4 Contoh Perhitungan Sanksi Denda
Mo | Jumlah & Jenis Jens Diberitahukan | Seharusnya | Kekurangan dan
Barang Kesalahan Denda
T | Televisi Pembebanan 5% 10% | Tambah bayar =
200 pes 100 juta 200 juta | 5 juta
2 Bararmg B Pembebanan &% 105 | Barang B  kena
200 pes Nilai Pabean 50 juta 200 juts | denda Rp. 5 juts
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Dalam hal setelah pemeriksaan fisik dan/atau dokumen termyata
dalam satu PIB terdapat barang yang tidak diberitahukan dan ada
barang yang tidak diternukan, maka jumiah penerimaan yang telah
dibayarkan untuk barang yang tidak ditemukan tersebut
diperhitungkan sebagai pungutan yang sudah dibayar untuk barang
yang tidak diberitahukan.

Tabel Model-5 Contoh Perhitungan Sanksi Denda

Jenis Barang Hasil "Pungutan Pungutan Catatan
Pemeriksaan | Diberitahukan | Seharusnya
Barang A Benar 100 juta 100juta | Benar
Barang B ' Tidak ada 100 juta - Diberitahukan, tetapl
tidak ada
Barang C Ada - 200 juta | Tidak Dibentshukan
Perhitungan:

1) Barang A sesuai;

2) Pungutan yang dibayar untuk barang B dianggap pungutan
yang sudah dibayar untuk barang C;

3) Kurang bayar (200 - 100) = 100 juta;

4) % denda (100 /100 x 100% = 100%) = 4 x BM kurang bayar;

5) Jumlah denda = 4 x 100 juta = Rp. 400 juta

Dalam hal setelah pemeriksaan fisik dan/atau dokumen, temyata

dalam satu PIB terdapat barang yang tidak diberitahukan maka

terhadap barang tersebut diperhitungkan sebagai barang baru dan

dikenakan pungutan seria denda.
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Tabel Model-6 Contoh FPerhitungan Sanksi Denda

Na JE“iﬂ'-Eﬂfﬂ"lﬂ Hasil Pungutan Pungutan ‘Catatan
Pemeriksaan | Diberitahukan | Seharusnya
T | Barang A Benar 100 juta 100 juta Benar
2. | Barang B Benar 100 juta 100ja | Benar
3. | Barang G Ada . 200 juta Tidak Diberitahukan
4. | Barang D Ada - 50 jura Tidak Diberitahukan
Perhitungan:
I. Barang A dan B sesuai:

ii. BM yang kurang dibayar untuk barang C dan D = RP.250 juta;

hii. % denda (250 / 1 x 100% = 250%) = 5 x BM kurang bayar

iv. Jumiah denda = 5 x 250 juta = Rp. 1,25 milyar.
6. Jika beberapa jenis barang yang pembebanannya sama

diberitahukan dengan digabung dengan satu PiB,denda hanya
dikenakan apabila setelah diperincikan temyata terdapat kekurangan
pembayaran Bea Masuk yang mengakibatkan dengan.
Diberitahukan : Barang A,B dan C@ 100 pcs dalam saftu tarip
pos, pembebanan 5%  total nilai pabean
Rp.200 juta, Bea Masuk Rp.10 juta.
Misal :
Ditemukan (1) : Barang A 100 pcs, pembebanan 5%, NP. 100
juta, BM 5 juta
Barang B 50 pcs, pembebanan 5%, NP 50

juta, BM 2,5 juta
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Barang C 150 pcs , pembebanan 5% , NP
50 juta, BM 2,5 juta
Afau :
Ditemukan (2) . Barang A 100 pcs, pembebanan 5%, NP
100 juta,
BM 5 juta;
. Barang B 50 pcs, pembebanan 5%, NP 50
juta, BM 2.5 juta
. Barang C 150 pcs, pembebanan 5%, NP 200

juta, BM 10 juta

Penyelesaian:

Kasus (1) terdapat kesalahan jumiah barang (B & C), seharusnya
kesalahan pembentahuan jumlah per masing-masing barang
kena denda, akan tetapi karena jumiah total barang dan nilai
pabeannya sama, sehingga jumiah keseluruhan pungutan

BM pada PIB tetap sama, maka kesalahan tersebut tidak

dikenakan denda;
Kasus (2) terdapat kesalahan jumlah dan nilai pabean pada barang C,

yang mengakibatkan teradinya kekurangan pembayaran
BEM, untuk kesalahan tersebut dilakukan perhitungan
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besamya denda dari kekurangan pembayaran dengan yang

telah dibayar, yaitu:

1). BM yang kurang dibayar = Rp.17,5 juta — Rp.10 juta =

Rp.7.5 juta:

2). % denda (7.5 / 10) = 75% = 3 kali BM yang kurang
dibayar:
3). Denda = 3 x 7x5 = Rp.22.5 juta,

Jika dalam 1 PIB terdapat beberapa barang yang setelah dilakukan

peneliian ada yang lebih dibayar, maka kelebihan pembayaran itu dapat

dikompensasikan dengan kekurangan bayar yang terjadi, namun apabila

ada sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar, maka

prosentase denda dan besamya denda yang harus dibayar dihitung dulu

dan kekurangan yang sebenarnya, setelah itu banu kelebihan bayarnya

dapat dipakai uniuk mengurangi pembayaran kekurangan BM yang

terjadi.
Tabel Modal-7 Contoh Perhitungan Sanksi Denda
No. | Jenis Barang Jenis | BM BM BM Kurang BEM
Kesalahan | Dibayar | Seharusnya lehih
(Juta) {Juta) i

1. Tetevisi Fembebanan 20,00 10,00 10,00
2. Tapa Recorder - 10,00 10,00 a:
3, VD Player Jumiah 10,00 15,00 5,00
4, Lampu Pijar Milai Pabaan 20,00 30,00 10,00
5 Speaker set Jenis 0,00 10,00 10,00

Jumiah 60,00 75,00 25,00 10.00
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Fenyelesaiannya :

3. Barang dengan nomor urut 3, 4 dan 5 merupakan barang yang
kesalahannya dikenakan denda -
1) % denda =kurang bayar/ jumiah dibayar x 100%
= 25730 x 100%
= 83,33% - denda = 4 kall dari BM kurang bayar
2) Besamya denda yang dikenakan adalah =4x kurang bayar
= 4 x25 juta
= Rp.100 juta
b.  Jumlah BM yang kurang dibayar = Rp. 25 juta — Rp. 10 juta
=Rp. 15 juta

= Rp.100 juta

Terhadap sanksi administrasi berupa denda di bidang Kepabeanan
dapat diajukan upaya keberatan. Adapun fatacara pengajuan keberatan
kepabeanan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
AB0/MKMK 05/1999 tanggal 9 Juli 1998 tentang Tatacara Pengajuan
Keberatan Kepabeanan dan Cukai serta Keputusan Direkiur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor : KEP-84/BC/1859 tanggal 11 Oklober 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penerusan, dan Penyelesaian
Keberatan Kepabeanan dan Cukai. Dalam Keputusan Difjen Bea Cukai
tersebut, Keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai adalah keberatan




yang diajukan terhadap Penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan
Cukai tentang -

1

Tarf dan Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk, yang
mengakibatkan pungutan Bea Masuk dan atay pajak dalam rangka

impor kurang dibayar:
2. Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai yang mengakibatkan
Cukai kurang dibayar:
3. Pengenaan Sanksi Administrasi dibidang Kepabeanan atau Cukai.
PENGAJUAN KEBERATAN

Fihak — pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah:

I,

i,

Wi,
Wil
viil.

.

Importir

Pengangkut

Pengusaha TPS

Pengusaha TPB

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai

Pengusaha Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai Tertentu
Importicr Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan

Pelekatan Pita Cukai
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TATACARA PENGAJUAN

Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direklur Jenderal Bea dan
Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat
penyelesaian kewsjiban pabean dan cukai, dengan menggunakan formulir
seperti contoh berikut, dengan ditempel materai yang cukup (Rp 2.000,-).
Keberatan atas Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan
pelekatan pita cukai pengajuannya disertai degan :

2. Penyerahan jaminan sebesar bea masuk, cukai, pajak dalam rangka
impor.dan/atau sanksi administrasi vang harus dibayar dan ;

b. Foto copy SPKPBM/SPPSA/SPSA/PBCK-S.

Keberatan tersebut harus memuat alasan dan bukti yang jelas, yaitu -

1. Jenis keberatan (tarf, nilai pabean, cukai, sanksi administrasi, atau
gabungannya) dengan melampirkan dokumen pabean/cukai
bersangkutan.

2. Argumentasifalasan pengajuan keberatan,

3. Data dan bukti untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan
keberatan.

Bukfi-bukti yang dapat digunakan dalam mendukung pengajuan

keberatan, antara lain

a. Keberatan yang menyangkut penetapan tarif :

Cerificate of Analysis, Material Safety Data Sheet, Product
Information, Brosur atau katalog, Foto dan/atau contoh barang,




Data dan teknis jainnya yang dapat digunakan untuk mendukung
pendapat pihak yang mengajukan keberatan,

Keberatan yang menyangkut penetapan nilai pabean :

Purchase Order, Sales Contract, Letter of Credit, Freight Manifest,
Polis Asuransi, Term of Payment, Foto dan/atau barang contoh, Bukti
Korespondensi dengan pihak Bank - Payment Order, Nota Debit, dan
Transfer Payment. Data teknis dan/atay bukti lainnya yang dapat
digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan
keberatan.

Keberatan yang menyangkut :

Hasil penutupan buku rekening Barang Kena Cukai,

Sanksi administrasi atas pungutan cukai,

Sanksi administrasi dibidang kepabeanan dan cukai selain yang
berkaitan dengan pungutan cukai.

Pengajuan keberalannya dilengkapi dengan bukti atau data lainnya

yang dapat digunakan untuk memutuskan keberatan, Pihak yang akan

mengajukan keberatan dapat mengajukan pemmintaan penjelasan

mengenai penetapan yang akan diajukan keberatannya paling lambat 14

hari sejak tanggal penetapan kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, menambah, atau mengurangi besamya jumlah bea

masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi

yang harus dibayar.
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Jika sampai batas gp hari,
diterbitkan, maka

keputusan keberatan beium juga
keberatan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan.

Untuk menjamin hak-haknya, pihak yang mengajukan keberatan

wajib menanyakan secara tertulie kepada Direktur Jenderal Bea dan

Cukai jika sampai dengan 70 hari sejak berkas keberatan diterima secara

lengkap dan benar oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

keputusan atas keberatan belum diterima.
Pengajuan keberatan harus diterima Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari -

1. Sejak tanggal penetapan, jika keberatan menyangkut tarif/nilai
pabear;

2. Sejak tanggal penutupan, jka keberatan menyangkut penutupan
buku rekening BKC;

3. Sejak tanggal penutupan diterimanya surat pemberitanuan, jika
keberatan menyangkul sanksi administras.

Pengajuan keberatan disenai dengan penyerahan jaminan sebesar

bea masuk cukai pajak dalam rangka impor,dan/atau sanksi administrasi

yang harus dibayar.

Bila dalam jangka wakiu 30 hari sejak tanggal penetapan, keberatan

tidak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai danfatau
tidak memenuhi persyaratan dimaksud, hak yang bersangkutan untuk

mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan pejabat Bea dan

Cukai dianggap disetujul.



Penjelasan akan diberikan dalam wakiy paling lambat 21 hari sejak
tanggal penelapan. Penjelasan tersebyt berisikan :
Tata cara pengajuan keberatan Tata carg pengajuan banding, Tindak
lanjut dalam hal keputusan keberatan belum diterima dengan jangka
waktu 70 hari sajak berkas keberatan diterima secara lengkap dan benar.
KEPUTUSAN KEBERATAN

Kepala KPBC meneruskan berkas keberatan i W sl

lambatnya 3 hari kerja, kecuali untuk KPBC Tanjung Prick dan Soekamo-

Hatta ditetapkan yaitu 5 hari kera sejak diterima berkas itu dengan

lengkap dan benar kepada :

a. Digen Bea dan Cukai up. Diekiur Teknis Kepabeanan, unluk
keberatan Mengenai tarf danfatau nilai pabean danfatau sanksi
administrasi yang berkaitan dengan nilai pabean.

b. Dirjen Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai, untuk keberatan mengenai

penutupan buku rekening Barang Kena Cukai dan/atau sanksi

administrast yang berkaitan dengan pungutan cukai.

Dirjen Bea dan Cukai up. direktur Perencanaan Penermaan, untuk

keberatan mengenai pengenaan sanksi administrasi dibidang

kepabeanan dan cukai selain sanksi adminisirasi yang berkaitan
dengan nilai pabean dan pungutan cukai.



FPene
fusan berkas keberatan tersebut diseria) dengan tembusan

tanpa lampiran kepada Direktur Perencanaan
DJBC setempat,

Penerimaan, Kepala Kanwil
dan pihak yang mengajukan keberatan.

Keberatan diputuskan paling lambat 60 hari sejak tanggal
ditenmanya berkas keberatan secara lengkap dan benar alsh Kepala
Kantor Felayanan Bea dan Cukai sampai dengan tanggal keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Alasan, penjelasan tambahan dan bukti
pendukung lainnya dapat disampaikan kepada Difen Bea dan Cukai
sebelum keputusan dikeluarkan, Bila diperiukan, Direktur Jenderal Bea
dan Cukai dapat meminta bukii dan/atau data lain yang diperukan untuk
memutuskan keberatan.

Jika dalam waktu 20 hari sejak tanggal berkas keberatan diterima
secara lengkap dan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, bukti
dan/atau data tersebut belum dipenuhi, maka Digen Bea dan Cukai
memutuskan keberatan berdasarkan data yang ada.

PELAKSANAAN PUTUSAN KEBERATAN

Dalam hal keberatan diputuskan |
i Diterima seluruhnya, maka : Kepala KPBC membernkan penegasan

kepada pihak yang mengajukan  keberaian bahwa peneiapan

dibatalkan dan yang bersan
2. Diterima dan terjadi kelebihan pemba
por, dan atau sanksi administrasi, maka :  Penetapan

gkutan dapat menarik jaminan.
yaran Bea Masuk, Cukai, pajak

dalam im

dibatalkan dan yang bersangkutan dapat mengambil kembali jaminan,
|
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. ditolak seluruhnya,

maka: Jaminan dicairkan danfatau didefinitifikan
menjadi penefimaan negara, selanjutnya mengirimkan foto copy bukti
pencairan  atau  pendefinitifan jaminan  terhadap kekurangan
pembayaran sesuai keputusan keberatan kepada Dirjen u.p. Direktur
yang rmenangani keberatan.

. Ditolak sebagian, maka Jaminan dicairkan dan/atau didefinitifkan

sebagian menjadi penerimaan negara, pengembalian kelebihan
pembayaran, dan selanjulnya menginmkan folo copy bukti
pencarnian/pendefinitifan jaminan terhadap kekurangan pembayaran
sesual keputusan keberatan kepada Difen up. Direktur yang

menangani keberatan.

. Ditolak dan mengakibatkan bertambah besamya Bea Masuk, cukai,

pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi yang harus

dibayar,maka : Jaminan dicairkan danfatau didefinitifkan  menjadi

penerimaan negara, menagih kekurangan pembayaran dengan
menerbitkan SPKFPBM baru tanpa membenkan hak mengajukan

keberatan, dan selanjuinyd menginmkan foto copy Dukb

pencairanfpendefinifian
keputusan keberatan kepada Dirjen 4.

jaminan dan kekurangan pembayaran sesuai

p. Direktur yang menangani

kebearatan.
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P
enegasan atas putysan keberatan dikirimkan kepada pihak yang

mengajukan keberatan dengan tembusan Difen Bea dan Cukai u.p.

Direktur  yang menangani  keberatan, Direktur Perencanaan

Penerimaan, dan Kepala Kanwil DJRC bersangkutan, dalam jangka

wakiu paling lambat 3 hari kena setelah menerdma tembusan

Keputusan keberatan,

BANDING

Banding terhadap keputusan keberatan diatas dapat diajukan
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 60 hari
sejak tanggal keputusan tersebut dengan terdebih dahulu melunasi Bea
Masuk/Cukai atau tagihan pajak lainnya serta denda administrasi (jika
ada).

B. Efektifitas Penegakan Hukum (Law Enforcement) Sanksi

Administrasi Berupa Denda (Schikking) Pada Kantor Pelayanan

Bea Cukai Tipe A Makassar
Uraian selanjutnya akan menyoroti masalah penegakan hukum
khususnya di bidang kepabeanan. yakni sanksi administrasi berupa

denda di bidang impor. Akan fetapi sebelum itu akan bermanfaat pula

apabila secara singkat penulis singgung pengerian mengenai penegakan

hukum dalarm arii luas.
.varakal secara patut dan bermanfaat dengan

ruskan ataupun yang dibolehkan dan

Hukum mengatur

menetapkan apa yand diha



sebaliknya. Dengan demikian menarik gans antara apa yang hukum dan

apa yang melawan hukum. Hukym dapat mengkualifikasikan sesuatu

perbuatan sesuaj dengan hukum atay mendiskualifikasikannya sebagai
melawan hukum. Perbuatan ¥ang sesuai dengan hukum tidak merupakan
masalah dan tidak pery dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah

perbuatan melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap cleh
hukum justru yang disebutkan terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum
yang sungguh-sungguh teradi (onrecht in actu) maupun perbuatan
melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht potentie), Perhatian
dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum,
Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Dalam kaitan
ini, Sudarto (1986: 113) berpendapat bahwa jadi pada intinya, jika kita
mebicarakan masalah penegakan hukum disini, berarti kita tidak
membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh
aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah
penegakan hukum.

Demikian pula halnya dengan penegakan hukum yang dilakukan
kepabeanan, sudah barang tentu senantiasa terus

dalam bidang

diupayakan law enforcementnya oleh Direklorat Jenderal Bea dan Cukai

sebagai instansi pem‘ieﬁntah yang berwenang. Sebelumnya, datam bagian

A Bab IV in telah dikemukakan mengenai salah satu bentuk sanksi dalam

T



Untuk dapat mendalam; hal ini, maka penulis membahas masalah

penegakan hukum atas sanksi adminisiras; berupa denda dengan urutaan
sistematika sebagai berikut
1. Evaluasi implementasi

Mengenai penegakan hukum atau law enforcement atas sanksi
administrasi yang diselesaikan di luar hukum acara berupa denda damai
atau denda koreksi atau istilah literatur hukumnya disebut schikking telah
dilakukan penelitian oleh penulis di Kantor Pelayanan Pabean Tipe A
Makassar. Jumlah kasus penyelesaiaan di luar acara yang ditangani oleh
Kantor Pelayanan Pabean Tipe A Makassar selama 3 tahun terakhir
(2003-2005) adalah 57 kasus. Berkut ini penulis sajikan tabel
Pelanggaran Bea Masuk di Kantor Pelayanan Pabean Tipe A Makassar
dalam kurun wakiu 2003-2005 berdasarkan Mota Penjualan yang telah

dikeluarkan:

: I Pelanggaran Bea Masuk di Kantor Pelayanan
1 P.l;ell:it:m Tm:!mf Makassar dalam kurun waktu 2003-2005

TAHUN 2003 TAHUN 2004 TAHUN 2005

3
BEA MASUK 32 =

T4




Namun demikian, dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih menyorot
pada jenis-jenis dan penyebab pelanggaran kepabeanan yang terjadi dan
djatuhkan sanksi administrasi yang penyelesaiaannya di luar hukum
acara ketimbang mengomentari jumiah pelanggarannya.

Bagaimana jenisjenis  pelanggaran kepabeanan dan apa
penyebabnya sehingga pelanggaran kepabeanan terjadi di wilayah hukum
Kantor Pelayanan Tipe A Makassar 7 Pada Tabel di berikut ini dapat kita

lihat dan temukan penjelasan alas pertanyaan tersebut di atas:

7%,
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jeris pelanggaran Bea Masuk baik
berupa tidak atay kurang dibayar jabik banyak dikarenakan oleh adanya

misperseption dari  importir Pada waktu mengisi formulir PIB

(Pemberitahuan Impor Barang),

Misperseption yang penulis maksudkan disii adalah beda persepsi
importir dan Bea Cukai dalam menentukan nilai pabean bahkan sering
pula diakibatkan oleh beda persepsi dalam menghitung Nilai Pabean yang
terdiri dari Cost, Insurance and Freight (CIF). Cost adalah harga / nilai
transaksi. Insurance yaitu asuransi yang harus dibayar oleh importir
sebagal biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di
luar negeri ke tempat impor di Daerah Pabean. Freight adalah biaya
pengangkutan / transportasi) yang didefinisikan sebagai biaya fransporiasi
barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu biaya transportasi
yang sebenamya dibayar atau seharusnya dibayar yang pada umumnya
pada dokumen pengangkutan, seperti Bill of Leading (B/L) atau Airway Bil
(AWB) darfi barang impor yang bersangkutan. Selain keharusan
memenuhi CIF sebagai Unsur utama Pembentuk Nilai Pabean, maka
importir juga disyaratkan harus memiliki Dokumen Pelengkap Pabean.
en Pelengkap Pabean menurut Keputusan Direktur

Definisi Dokum

Jenderal Bea dan Cukai No KEP-15/BC/1988 fentang Petunjuk Umum

Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Pasal 1

Angka 4 ftentang Ketentuan Umum: adalah semua dokumen yang

diaunakan aj pelengkap pemhﬂrrtahuan pabean, misalnya Bill of
igunakan sebad
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Leading (B/L) atay Airway Bill (AWB), invoice, packing
lainnya yang dipersyaratkan,

list, dan dokumen
Adapun Nilai Pabean inj didefinisikan dalam Pasal 2 Keputusan
Dirjen Bea dan Cukai No:KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Penetapan
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dimana disebutkan bahwa
pada dasarnya Nilai Pabean adalah Nilai Transaksi dari barang impor
yang bersangkutan dan nilai transaksi tersebut memenuhi syarat tertentu
termasuk didalamnya biaya trasportasi barang, dan biaya asuransi.
Selanjutnya dalam Pasal 3 Keputusan Dijen Bea dan Cukai tersebut,
dimuat definisi Nilai Transaksi sebagai “harga yang sebenamya dibayar
atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang
yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah biaya-biaya
tertentu sepanjang biaya-biaya fersebut belum termasuk dalam harga
yang sebenamya dibayar atau yang seharusnya dibayar”.

Demikian fakta yang terjadi di lapangan yang dikemukakan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Tipe A Makassar. ltulah sebabnya, oleh Bea
Cukai dibuatkan suaty Buku Nota Pembetulan dan Buku Nota Tambah
yang ditangani oleh Seksi Pabean pada Kantor Pelayanan Tipe A

Bayar

Makassar. Apa yang dimaksud dengan Nota Pembetulan disini ? Definisi

Mota Pembetulan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

No:KEP-15/BC/1999 tentang petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana

i a Paszal 1 Angka 17 tentang Ketentuan
Kepabeanan di Bidang Impor pad

Umum: Nota Pembetulan adalah nota yang dibuat oleh Pejabat Bea dan

80
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Cukai tentang kekurangan atay kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai,

Pajak dalam rangka impor dan sanks administrasi berupa denda.

Dari tabel tersebut di atas, dapat pula diketahui bahwa sebagaian

besar pelanggaran Bea Masuk tersebut tidak dikenakan denda karena
Bea Cukai mempersepsikan bahwa kesalahan importir memberitahukan
atau menentukan nilai pabean tidak termasuk unsur pembentuk nilai
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Dirjen
Bea dan Cukai No:KEP-81/BC/1998 tentang Petunjuk Penetapan Nilai
Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tetapi kesalahan importir tersebut
tidak lebih dari hanya beda persepsi dengan Bea Cukai. Mengapa Bea
Cukai berpendapat demikian ? Dari temuan data yang penulis dapat
dalam penelittan Bea Cukai memberikan keterangan bahwa pada
umumnya setelah importir diberikan penjelasan dan pemahaman oleh
berdasarkan hasil pemerikssan Pemberitahuan Impor Barang dari
importir, maka importir tersebut langsung melunasi Bea Masuk yang
kurang dibayar.

Tabel tersebut di atas juga memperlihatkan bahwa jika betul importir

salah memberitahukan nilai pabean yang disebabkan oleh unsur yang

prinsipil dari sudut pandang pelanggaran peraturan kepabeanan sehingga
berakibat pada kurang membayar ki MUk marsy B b Mg
mengenakan denda Koreksi disamping importir tedebih dahulu wajib

membayar Bea Masuk yang kurang dibayar.
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Sebagai i :
ai contoh, dari tabel di atas dilihat bahwa PT Semen Tonasa

Parse
( ro) pada tanggal 24 Janyari 2003 dikenakan sanksi administrasi

berupa dend i
pa a sebesar 100% dari Bea Masuk yang kurang dibayar selain

harus membayar lunas Bea Masuk yang kurang dibayar kepada Kantor

Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar. Danda tareabiit dikenakean olah
Bea Cukai karena PT Semen Tonasa (Persero) tidak melampirkan Polis
Asuransi dari CIF sehingga pelanggaran ini dipandang bersifat prinsipil
Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam UU No.10 Tahun 1995 Pasal 16
ayat (4) jo PP No.22 Tahun 1996 Pasal 5 ayat (a).

Pada tabel yang sama, pada tanggal 24 Desember 2004 Kantor
Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar menjatuhkan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 400% dari Bea Masuk yang kurang dibayar
ditambah dengan kewajiban importir melunasi Bea Masuk yang ftidak
dibayar sebesar 100% kepada PT Surya Griya Persada. Adapun
penyebab dari importir tidak membayar Bea Masuk karena adanya
perubahan atas Tarif Bea Masuk terhadap barang milik importir tersebut.
ini dijatuhkan adalah UU Mo.10 Tahun 1995 Pasal 16

Dasar hukum sanksi

ayat (4) jo PP No.22 Tahun 1996 Pasal 5 ayat (d). Moch. Anwar (1986:48)

memandang bahwa jenis pelanggaran Bea Masuk seperti yang dilakukan

oleh PT Surya Griya Persada tersebut dikategorikan sebagali

pemberitahuan salah berupa dengan sengajz melakukan pengisian saksh

atau dokumen seperti harga barang atau cost dari barang tersebut.
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2. HKonsistensj Penerapan
Dari hasil penalitian yang penulis lakukan, dapat penulis kemukakan

bahwa pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makaszar, penegakan

hukum  atas schikking dapat kita temukan. Hal ini dibuktikan dengan
adanya beberapa pengembalian atau restitusi atas pembayaran Bea
Masuk yang lebih dibayarkan oleh Importir.

Dan data yang penulis berhasil kumpulkan, penulis membuat Tabel
mengenai restitusi atau pengembalian kelebihan bayar oleh importir yang
dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar seperti
yang diperlihatkan berikut ini:
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Penuli
HiIS menemukan dalam penelitian di Kantor Pelayanan Bea Cukal

Tipe A Makassar bahwa Seksi Pabean mengkategorikan dalam tiga jenis
informasi yang disampaikan oleh importir dalam Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). Pertama, jika jenis kesalahannya tidak termasuk unsur
pembentuk Nilai Pabean sehingga importir kurang membayar Bea Masuk,
maka Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar memberikan
penjelasan kepada importir menurut  ketentuan yang berlaku di bidang
Kepabeanan termasuk semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Jika importir menerima dan setuju dan membayar kekurangan
Bea Masuk yang belum dibayar, maka Bea Cukai memandang kesalahan
tersebut adalah hanya beda persepsi saja sehingga importir tidak periu
dikenakan denda.

Kedua, apabila ada Unsur Pembentuk Nilai Pabean yang tidak atau
kurang dibayar oleh importir, maka Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A
Makassar menjatubkan sanksi administrasi berupa denda kepada importir
yang bersangkutan. Sanksi administrasi berupa denda ini tentunya
mengacu pada Undang-undang No.10 Tahun 1995 jo Peraturan
Pemerintah No.22 Tahun 1996 tentang Sanksi Administrasi Kepabeanan

serta peraturan pelaksanaan lainnya, seperi Keputusan Menteri

Keuangan dan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai yang terkait dengan

sanksi administrasi berupa denda serta mekanisme penjatuhan sanksi

administrasi denda tersebut.
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Dalam penelitian inj. Penulis menemukan ada 2 importir yang dijatuhi
sanksi administras; berupa denda oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe A Makassar, yakni pada tanggal 20 Januari 2003 PT Semen Tonasa
(Persero) dihukum membayar denda administrasi sebesar 100 persen dari

Bea Masuk yang harus dibayar karena tidak memenuhi Unsur Pembentuk

Nilai Pabean dalam hal ini asuransi dari barang yang diimpor berupa

standar kraft paper. Adapun importir lain yang dijatuhi hukuman sanksi
administrasi denda sebesar 400% dari Bea Masuk yang harus dibayar
adalah PT Surya Griya Persada yang mengimpor plastic door pada
tanggal 15 Desember 2004,

Ketiga, jika temyata menurut peraturan kepabeanan terdapat
kelebihan bayar dari importir atas Bea Masuk yang telah dibayarkan,
maka Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Makassar langsung meneliti
dengan cermat dan melakukan pangembalian atau restitusi dari kelebihan
Bea Masuk yang telah dibayar cleh importir, Dasar hukum dan
mekanisme pengembalian atau restitusi kelebihan bayar Bea Masuk oleh
importir diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai: SE.C1/BC/2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor

293/ KMK.05/18%6 Tgl. 1 April 1996 berikut perubahannya

No.300/KMK.05/1999 tgl.1 Juni 1999 tentang Tata Cara Pengembalian

(RESTITUSI) Bea Masuk, Denda
atas, Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A

Administrasi dan Bunga.

Menurut Tabel di

Makassar melakukan restitusi atau mengem balikan kelebihan Bea Masuk
a

= —

e e e e —



kepada 3 | ;
epa Importir yang telah mereka bayarkan kepada negara. Ketiga

importir tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Surya
Griya Persada, dan PT. Mifsui Family,

Aspek lain yang penulis ingin ulas dalam membahas mengenai
konsistensi penerapan adalah upaya keberatan dari importir terhadap
keputusan pejabat Bea Cukai mengenai sanksi adminstrasi berupa denda.
Darl penelitian yang penulis dapatkan, frekuensi pengajuan keberatan
menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.05/1999 tanggal
9 Juli 1999 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan
Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
84/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Peiunjuk Pelaksanaan
Pengajuan, Penerusan, dan Penyelesaian Keberatan Kepabeanan dan
Cukai oleh importir atas sanksi administasi berupa denda yang dijatuhkan
kepada importir di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A
Makassar belum pernah terfjadi dalam kurun waktu 2003 sfd 2005.

Dari kedua contoh tabel tersebut di atas, penulis membuat tabel
mengenai jumiah dan jenis penegakan hukum sanksi administrasi berupa

denda:

hukum Sanksi Administrasi
bel 11: Jumiah dan jenis penegakan
T Berupa Denda Pada KPBC Tipe A Makassar

yran Pelanggaran KEBERATAN [
e | S | TR | e s
ol p
NDA TIDAK KENA
KENA DE B N DA
2 Kasus 12 Kasus 4 Kasus Mihil
_._-I_._._.—-_._'_._.__._
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Dari indik indi
ator-indikator Penerapan sanksi administrasi berupa denda

yang penulis paparkan di atas, penulls juga menyimpulkan bahwa
keputusan-keputusan mengenai sanksi administrasi berupa denda yang
dijatuhkan kepada importir oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A
Makassar telah memenuhi “Prinsip pemidanaan yang proporsional”.
Yang penulis maksudkan dengan pemidanaan yang proporsional disini
adalah sanksi pidana ekonomi berupa denda kepada importir yang telah
memenuhi fujuan penegakan hukum yang berdaya sebagai tindakan
edukasi, koreksi, prepensi dan represip atau dengan kata lain sudah
benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi
dan represip. (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan
Reg.No: 143 K/Pid/1983 yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia
Peradilan Tahun XIll.No, 158 September 1998 halaman 56).

Dari temuan di atas, penulis melihat bahwa Kantor Pelayanan Bea
Cukai Tipe A Makassar telah menjalankan ketentuan sanksi administrasi
kepabeaan secara konsisten bahkan lebih dari itu konsistensi penegakan

peraturan atau hukum di bidang kepabeanan dalam lingkup wilayah

hukumnya, Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam

memberikan  pelayanan kepada pengguna jasa pabean telah

memberlakukan peraturan kepabeanan khusus nya mengenal sanksi

administrasi tersebut dengan konsisten.



3. Faktor Kendala

Setelah menguraikan mengenai konsistensi penerapan penegakan

hukum atau law enforcement atas sanksi administrasi yang diselesaikan

diluar hukum acara berupa denda damai atau denda koreksi pada Kantor

Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, selanjutnya penulis akan

membahas mengenai faklor kendala yang ditemukan oleh Kantor

Pelayanan Bea Cukal Tipe A Makassar dalam penerapan sanksi

administrasi berupa denda tersebut.

Darn penelitian yang penulis lakukan, penulis telah menginventarisir

beberapa jenis kendala yang pemah terjadi dan ditangani oleh Kantor

Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam kurun wakiu pelayanan

tahun 2003-2005 seperti yang penulis rinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12 : Jenis kendala yang pernah teradi dan ditangani oleh
Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam

kurun waktu pelayanan tahun 2003-2005

i ' CUKAI
. Jenis Kendala di Peraturan Hukum TINDAKAN BEA
e Kantor Pelayanan Bea Yang Terkait dan MEKANISMENYA
Cukai Tipe A
01 Dalam ;:m . Keputusan Menben Heuangan Bea Cukal akan meminta kepada

PENAGIHAN TIDAK
DITEMUKAN alamat
importic atau FIKTIF;

R No. AS3KMK-05/2000
tgntang Perubahan Kedua
Alas Keputusan Menter
m'n Mamor m
051996 tentang Tatacara
Penagihan P|Iu'ram Bea
Masuk, Cukal,

Administrasi, Bunga dan Pajak
Dialam Rangka Impor,

Pemenntah Dasrah  selempal
mengenai data / informasi tentang
alamat dan identilas berkut aset
laim dari importic.  Selanjutnya,
Kepala Kantor Pelayan Bea Cukai
Tipe A  Makassar segera
menyampatkan kepada Kepala
Kantor Wilayah XI Bea Cukai
Makassar untuk diaporkan kepada
Direkiur Jenderal Bea dan Cukai di
Jakarta yang kemudian diteruskan
lapoanmya kepada Memnter

Keuangan.
Tindakan legas yang akan diambil
bérupa PEMBLOKIRAR

PEEUSAHAAN IMPORTIR DARI

BEMUA JENIS PELAYAMAN BEA

29



CLIEAL SEHINGGA

Pemberitahuan Kekurangan
Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, Denda Administrasi,
dan Pajak Dalam Rangka
Impor)

dilelang, maka Bea Cukai
(Kantor Pelayanan Bea Cukai =
KPBEC) berwenang menunjuk
Balai Lelang wiuk
melaksanakan pelelangan
berdasarkan Pasal 4, 3, 2 dan 4
Keputusan Menter Keuangan Ri
Mex, 3EEMEL 0412002 taniang
Ji#sa Pra Laelang Dalam Lelang
Barang Yang Dinyatakan Tidak
dikugsai, Barang Yang Dikuasai
Megara, dan Barang Yang
Menjadi Milik Negara Pada
Oirektorat Jenderal Bea dan
Cukal,

PERUSAHAAN IMPORTIR
TERSEBUT  TIDAK AKAN

02 | K ' DILAYANI LAGI.
E:EL:IEEE::;F“%&;H' - Kepulusan Dirjen Bea Cukai | Ditakukan peneliian wlang dan
Kerugian negara k Maksir | Mo..KEP-S5/BC/2000 tentang | verifikasi nilai aset yang telah
hil‘ﬂngwngd' |uar'n-”“' Standar Pelayanan Prima Bea | disita dan dilakukan penyitaan
kurang da el Cukai kurang / tidak ulang atas asel importir yang
t e dilndahkan. dikenai sanksi sehingga kerugian
;!glhln N A negara akibat nilai lelang yang
U E Y B Bt Jika barang atau aset tersebut | kurang bisa dipenuhi. Namun,

apabila terjadi sebaliknya dirmana
nilal @aset melebihi yang disita
melebihi  nilal  tagihan, raka
kelebihan sita tersebut akan
direstitusi ke yang bersangkulan.
Jenis asel yang dapat disita
adalah aset prbadi (barang
bergerak dan fidak bergerak
fermasuk saham). Hasil lelang
disetor ke kas negara, dan

Panggunaan lembaga
Paksa Badan (Imprisonment
for Civil Debis alau dalam
bahasa Belanda dissbut
juga dengan gijzeling yang
artinya sandera atau
penyanderaan.

Dasar hukum Bea  Cukai
menyampaikan  Sural  Paksa

adalah Undang-undang No.19
Tahun 1987 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-undang No.19
Tahun 2000

Bandingkan dengan:

Peraturan Mahkamah Agung Rl
Mo.4  Tehun 2000 tentang
Lembage Paksa Badan |
mportir atae kuasarya yang
fidak memenuhi kewajibannya
untuk  mambayar kamibali
hutang Bea Masuk dan PORI
(Pajak [Dalam Rangka |mpar)
padahal importir tersebul mampu
uniuk melaksanakannya,
merupakan pelanggaran HAM
yang nilainya Iebll:.m l::‘i:;
inada pelanggaran
mLanam Paksa Badan
jarhadap yang bersangkulan.
Hal 'l'lFiI diberiakukan  uniuk
memenuhi tuntutan keadaan dan
kebutuhan nukum dalam rangka
penegakan hukum dan keadilan

Lembaga Paksa Badan terpaksa
dilakukan oleh Bea Cukai jika
importir tidak memild aset sama
sekali untuk dilelang dan Natai
Hutangnya diatas Rp.100 jula,




Bandingkan Pasal 208 s/d Pasal
i.;:E.'B-L HIR dan Pasal 242 2/d 258

Kendala RESTITUS];
verifikasi dalam prakiak
serfing terjad|
kekuranglengkapan
dokurnen

Surat Edaran Dirjen Baa dan
Cukai: 5E.01/BC/2000 {entang
Petunjuk Pelaksanaan
Faputusan Menter Keuangan R
Momor 2337 KMK.05/1986 Tgl. 1
April 1986 berkul perubahannya
No. 300/KMICO5/1999 tgl. 1 Juni
1999 tentang Tata Cara
Pengembalian (RESTITUSY) Bea
Masuk, Denda Administirasi dan

Bea Cukai menindaklanjuti dengan
maminta kepada importic uniuk
melengkapl dokumen yang kurang
lengkap agar dapal ditindaklanjuti
ke proses berikul.

05 Paling bamyak keberatan
adalah pada  masalah
HARGA dalam penslapgan
Buku Taril Bea Masuk

Indaneasia

]

- Pasal 2 dan 3 Keputusan
Difjen Baa Cukai No.-KEP-
B1BCI999 lentang Petunjuk
Pelaksanzan Panetapan Milai
Pabean Uniuk Penghitungan
Bea Masuk;

= Pasal 49, 47, 48 dan 50
Keputusan Difjen Bea Cukal
Mo.: KEP-O0T/BCI2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Tatalaksana Kepabeanan Di
Bidang Impor

Harmonisasi persepsi  antara
Importir dan Bea Cukai terkait
dengan acuan harga (cost) barang
baik menuret persepsi  importir
maupun menurut aturan Bea
Cukai yaitu Buku Tarif Bea Masuk

Indonesia dengan
mengedepankan prinsip
menguiamakan kelancaran arus
barang seria pengamanan
keuangan nagara,

Menurut hasil wawancara (25 Februari 2005) penulis dengan Kepala

Kantor Pelayanan Bea Cukal (KPBC) Tipe A Makassar, Bapak Sudi

Rahardjo, kendala utama

terdapat pada poin 1 dalam tabel tersebut di

atas, yakni dalam melakukan penagihan tidak ditemukan alamat importir

atau fiktif atau perusahaan

agar dapat me

dendanya. Sampai saat ini, men
PT.Oli Sejahtera (bisnisnya adalah supplier oli),

kategori ini, yakni
PT Padareso (bisnisnya

Mandiri (bisnisnya ad

nghindar dari kewajiban membayar h
urutnya ada 3 importir yang masuk dalam

nya telah bubar atau sengaja membubarkan diri
utang Bea Masuk dan

adalah importir terigu), dan PT.Senantiasa

alah importir karef). Dari ketiga importir tersebut di

91




atas, hanya PT Senantiasa Mandiri yang masih dapat disita asetnya

berupa barang i
pa 9 Impor karet, sedangkan pT o Sejahtera dan PT,Padareso

membubarkan diri. Dari laporan intelejen Bea Cukai pada Seksi
Pencegahan dan Penyidikan {(F2) Kantor

telah

Pelayanan Bea Cukai Tipe A
Makassar, dilaporkan dalam Nota Hasi| Intelejennya (NHI) bahwa PT Oli

Sejahtera telah membubarkan diri terlebih dahulu sebelum membentuk

perusahaan baru dengan pemilik perusahaan yang sama, Jika kita
mengacu pada peraturan kepabeanan yang ada sekarang baik itu
Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan maupun
peraturan pelaksanaan lainnya, tidak ada satu ketentuan pun yang dapat
menjadi landasan berpijak secara hukum untuk mengambil tindakan lebih
daripada hanya melakukan pemblokiran pelayanan kepada kedua importir
tersebut atas semua jasa kepabeanan oleh Bea Cukai.

Jika penulis mencoba mengkritisi fenomena-fenomena hukum ini,
maka dapat penulis cermati bahwa terdapat suatu 'celah hukum’ dimana
importir dapat semaunya dengan mudah untuk menghindar membayar
hutang Bea Masuk dan dendanya dengan membubarkan perusahaan

tersebut dan membentuk perusahaan baru dengan pemiiik yang sama.

Kendala ini tidak hanya terjadi di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A

perlu kiranya ditemukan suatu terobosan hukum baru yang dapat

memberikan suatu payung hukum alau daer hubm becingel bagt Sea

Cukai untuk tidak hanya menindak parusahaannra tetapi juga menindak

02



i

Direksl atau pengurus perusahaan tersebut agar dengan i

kerugian negara dapat dihindarkan seminimal mungkin

R
mudian, dalam wawancara (22 Februari 2005) yang penulis

lakukan dengan Kepala Seksi Pabean dan Kepala Seksi Perbendaharaan

pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dijelaskan oleh
mereka bahwa meskipun beberapa jenis kendala pemah terjadi sepert
yang penulis tunjukkan pada tabel tersebut di atas, mereka menyimpulkan

bahwa kendala-kendala tersebut masih dapat diatasi dengan baik dan
tepat. Menurut kedua pejabat yang berwenang tersebut, kesimpulan
mereka didasarkan pada data laporan yang ada pada Kantor Pelayanan
Bea Cukai Tipe A Makassar yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada
importir yang mengajukan keberatan / banding atas sanksi administrasi
berupa denda yang dihukumkan kepada importir pelanggar aturan

kepabeanan tersebut.
Lebih lanjut menurut komentar Kepala Seksi Pabean Kantor

Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, salah satu kemungkinan sebab

kurangnya kendala yang dimaksud di atas dikarenakan oleh jenis barang-

barang yang masuk ke wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea Cukal Tipe

A Makassar pada umumnya adalah kategori barang modal untuk industri

dan bagi pengembangan usana seperii yang banyak dilakukan cleh PT

Bosowa. PT Semani, PT Semen Tonasa, dan impertir lainnya.

berbeda dengan data yang terjadi di wilayah hukum Kantor

A Tanjung Prick dan Cengkareng yang mana

Hal ini

Pelayanan Bea Cukal Tipe
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sangat sibuk melayan; berbagai macam kategori barang impor yang

asuk ke
m dalam kedua dasrah Pabean tersebut. Semakin beragamnya

cam i
ma: barang yang masuk, makin besar pula peluang kendala yang

mungkin timbul, demikian Penjelasan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai

Tipe A Makassar kepada penulis,

4. Upaya Pembenahan

Setelah kita bahas mengenai evaluasi implementasi, konsistensi
penerapan, dan terakhir mencoba menemu-kenali faktor kendala yang
ditemukan dalam upaya penegakan hukum (law enforcement) atas sanksi
administrasi berupa denda dalam pelanggaran kepabeanan di bidang
impor, maka penulis akan menutup pembahasan Bab IV ini dengan
membahas upaya pembenahan.

Hal ini disadari penulis bahwa penegakan hukum jika tidak mengikouti
gerak maju yang ada, maka hukum akan kehilangan dinamika dalam
mewadahi secara tertib gerak maju dan perubahan masyarakat itu sendiri.
llham Gunawan (1994: 10-11) manambahkan bahwa dengan demikian,
hal tersebut, diperiukan penegakkan hukum

maka untuk menghadapi

yang tegas dan konsisten. Dalam kaitan ini, para penegak hukum harus

mampu meningkatkan kualitasnya, baik berupa kecakapan profesional

dan integritas kepribadian.
na bentuk dan kualitas
cepabeanan yang semakin meningkat maka

yang melatarbelakangi
Oleh kare

pelanggamn-pe!anggaran
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ertahanan kea
p manan, berkenaan dengan lalu lintas keluar masuknya

barang dari dan keluar daerah Pabean. DJBC dalam menjalankan tugas

dan fungsinya mengacy kepada perundang-undangan
undang Nomor

yakni Undang-
10 tahun 1995 tentang cukai, Sesya Undang-undang
Kepabeanan, tugas pokok DJBC dibidang kepabeanan berkaitan erat

dengan fungsi pengawasan dan fungsi penerimaan (revenue collection)

yaitu untuk memungut Bea Masuk dan pajak-pajak lain dalam rangka

impor, Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang
yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Sedangkan menurut Undang-undang cukai, DJBC bertugas untuk
melakukan pungutan cukai, atas barang-barang yang menurut sifat dan
karakteristiknya dikenakan cukai. Sampai saat ini obyek cukai terdiri dari
hasil Tembakau, Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol.

B. VISI, MISI DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN

CUKAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, misi yang diemban DJBC

adalah memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan

internasional dan cukai, memberikan pelayanan terbaik dibidang

kepabeanan dan cukai yang sederhana berbasis teknologi informasi,

mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka pencgakan

hukum dibidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat,

n institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna,
m usaha yangd kondusif bagi pertumbuhan

mengembangka

mendorong terciptanya ikl



industri dan investas; serta Mengembangka
n

kerjasama internasional

dibidang kepa '
9 kepabeanan dan cukg; Keenam mis tersebut diatas kemudian

dirumuskan dalam mis; yang terintegrasi guna *

¢ Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri,

pedagangan dan masyarakat,

Peran DJBC yang multi dimensi yaitu sebagai pemungut pajak dalam

rangka impor, fasilitas perdagangan intemasional, pengawasan lalu lintas

barang impor dan ekspor, pengawasan produksi dan peredaran Barang
Kena Cukai dalam rangka perfindungan kepentingan masyarakat dan
pengamanan penerimaan negara, pelaksana pungutan cukai serta aparat
penegak hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai, menuntut cara
pandang yang aspiratif dan jauh kedepan. Hal ini kemudian menjadi
tekad dan difokuskan dalam visi DJBC untuk

# Sejajar dengan intitusi Kepabeanan dan Cukai dunia dalam

kinerja dan citra.
Strategi yang ditempuh guna mewujudkan Visi dan misi DJBC adalah

dEﬂgEn‘ prufaﬁiﬂl'lalismﬂr afisiensi, dan FE'H"_{BI"IE”. W‘UjLId dari tekad DJBC

dalam mengejawantahkan \isi, Misi, dan strategi kemudian dituangkan

dalam lima komitmen harian yakni -

1. Meningkat Pelayanan

2. Transparansi, keadilan dan konsistensi

3. Memastikan pengguna jasa bekerja sesuai peraturan

4. Menghentikan perdagangan ilegal, dan



5. Meningkatkan integritas.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah organisasi yang

bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia Gk

dipimpin oleh Seorang Direktur Jenderal (eselon 1). Dalam menjalankan
tugasnya, Direktur Jenderal Bea dan Cuksi dibantu oleh para staff inti
yang terdiri dari :
1. Sekretaris DJBC (eselon Ii)
3 Direktur (eselon I1)

. Direktur Teknis Kepabeanan

II. Direktur Fasilitas Kepabeanan

I, Direktur Cukai

V.  Direktur Pencegahan dan Penyidikan

V. Direktur Vertifikasi dan Audit

VI Direktur Kepabeanan Internasional

VIl  Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

VIll. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.
Sampai dengan akhir tahun 2001 terdapat 12 kantor Wilayah DJBC
dan 13 Kantor Wilayah DJBC sejak awal tahun 2002, yang masing-masing
Kantor Wilayah (eselon I} yang

ai (KPBC). Berhubung

dipimpin oleh seorang Kepala

hi kantor-kantor pelayanan bea dan cuk
pada Kantor Pelayanan Bea dan

membawa

dengan penelitian penulis dilakukan



Cukai Tipe A Makassar maka berikut inj Penulis mempedihatkan Struktur

Organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cuykaj Tipe A Makassar seperti

yang terlihat dalam bagan berik,t ini:



100

g
LB LB LATHO(] ESUERLE “uebuequetivey tueeg 3 usypdiieg
SqUS] BRISUILPY By auay R LBy v Beung ISE IR
BUERERY POOY - fuzieq LeEsLBWa BEnEEd TUooy - LEUngILLE Y BRI APy BUESNER IOy -
“Eyndwoy BEILLPY " Kl BRI Wi | ey BUERER] PIOY - ‘Biadt) 3 eseg
[Puose eds) BUESENS Paooy - BLEDER] P00y - BUBSHEE PIOTY - Ly jUer uESiuLBLe BUETEE POy -
EEIRILDY "ML BRI LY "podLu) BEAERILIPY edina ) EERSMILpY PR IB LIRS el
BUEENEB] o0y - BUBSNEMh] PUO0Y - FUERERD PUO0y - EUESHER PAO0Y - ELETHEE,] plo0y - BUBENERG POOY -
UELNGLILE 119 | Leuageday UEE BB B
OOM0 BExag By e ey uep ueueBecuny
M ‘ “ [eduie] Bues e g BEG
[ I | m 1 1
efifium) e
WL L ueburey R SLILEY U
RSy BYESY] MR LT
B SR LI ] SR
WM NYISYE B8NS
HYSSYMYIN Y 3diL D844
YI¥d3H

HVSSVMVIA ¥V 3dIL IVMOD NV VAE NYNVAVTAd HOINVY
ISVSINVOHO HNLEMNYLS



101

dany - desy - desy =
ENEY [ TSR RIS WPy - IMap] wpy = SANd Wy -
did O Wy - =i Wy - 478 wpy -
Busieq TRumed - Bueseq emjrowey - fueiEg Esjuews =
| | |
H YEYN H WAYN H YEVYN
ELNR: 4¥ 18 4¥18
_ |
WOONId ¥V THON
fLNId/ 3LVD YSHIHIWIS YEHIHINT YEHIHINI ¥ENHINId _ MLNId / ALVD FILNIE 1 3LYD
L Bl V1S # 413 H’ 1S # 4lS 4viS
{ LHASMH SME0L-MOL
MO HYDONYH ST HYDONYH ESVHERIIE BVESMYH WHYONYE HYSSNYH SN HYDSNYH 0L HVEDNYH HYDSNYH
¥0dsNH3 HOdSY3 HO4WI HOdWI HOdNI HO4NI HO4M
WOV HYTHON WOV MY THOM WOV WY THOM WA MY THOM WOV WY THOH _ WaY WY THON WOV W THOMN
I I [ [ [ I ]
Bd4d
HOJWOEN

NY3IEYd 15M35 Y1VdIM

HVSSVIVIN V A4LL IV NVA VIS NVNVAVTId HOLNVM
NYNVIEVAIM ISMAS VIHIM STHVD NVOVH



Khusus untuk mengetanyi Gars Kerja Seksi Kepabeanan pada

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Makassar, maka dapat kita lihat
pada Bagan tersebut dj atas,

Dalam rangka menjalankan Misi DJBC untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat,
DJBC mempunyai Visi untuk sejajar dengan Institusi kepabeanan dan
cukai dunia dalam kinerja dan citra, untuk itu DJBC bersepakat akan
mewujudkan visi tersebut melajui sirateqi Profesionalisme, Efisiensi, dan
Pelayanan. Oleh karena itu sebagai wujud dari tanggung jawab tersebut,
DJBC bertekad untuk melaksanakan lima komitmen harian ;

1. Meningkatkan pelayanan,

2. Transparansi, keadilan dan konsistensi,

3. Memastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan,
4. Menghentikan perdagangan ilegal,

5. Meningkatkan integritas

Kelima komitmen harian ini tentunya mengacu pada Standar

pelayanan prima yang dibuat oleh DJBC sebagai suatu tolok ukur untuk

terus melaksanakan visi, misi, dan strategi dalam menjalankan tugas dan

fungsi sehari-hari. Adapun Standar Pelayanan Prima memiliki suatu dasar

hukum untuk diberiakukan dalam lingkup DJBC karena Standar

Pelayanan Prima ini dituangkan dalam bantuk Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai No- KEP- 55 / BC / 2000 tentang: Standar
ence

ktur Jenderal Bea dan Cukai. Apa isi Standar
re

Pelayanan Prima Di
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Keterbukaan:

Kesederhanaan:

Kepastian;

Keadilan:

Keamanan dan Kenyamanan;

Perilaku Petugas.

Adapun penjelasan dari poin-poin tersebut di atas, dijabarkan dengan

terperinci dalam Lampiran || Keputusan Difjen Bea dan Cukai tersebut

sebagaimana terlihat dalam di bawah ini:

Tabel 15: STANDAR PELAYANAN PRIMA
DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
{Lampiran |l Keputusan Dirjen Bea dan Cukal No.:KEP-55/BC/2000)

No. Kriteria Indikator Standar Prima
Ad jabat yang berugas -Tersedia meja informas! dijaga pelugas
! (i ; n'lli?r?:‘ﬂipl-rea}:lhﬂn rmasyaraka! baik | yang representalif dan terdapat kotak
pada meja imformasi dan kolak | pengaduan/saran dilanfai 1 piniu
pegadu-an'ﬂl'ﬂl‘l- masuk ukama.
~Tersedia bagan prosedur yang beraku
p Tersedianya  petunjuk  pelayanan jelas dan lengkap diruang tunggu
pnn'lﬂ PRV oo
-Tersedia brosur (leaflet), minimal & jenis
info.
. Penyediaan brosur {ie3fl Pelaksanaan penataran/ penyuluhan
4. Kegitan penyuluhan satiap tahun minimal 2 kall.
e dah didapat, -Lokat pada [antai 1 pintu masuk utama.
2, Kesederhanaan a.Ruang ﬁlmnmm ! ~Tarsedia loket fungsional minimal 4
layanan {manifes, P1B, kasir, PEB, cukai dsb)
b, Pengaturan prosedur peiaya Tidah ada unil kera lain yang terkait
suajan alur proses pelayanan dalam suatu proses jenis pelayanan
c\-mm mtﬂ'ﬂuﬂn IEF'!':““' S
Aarsedia formulir jenis produk pelayanan
- dengan rutin atay swadaya
diwajibkan midah dicalak
I 4 Parsyaratan yang GAElEEs
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Kepastian

alnt kerfa serg
pejabat
gmmg;un beﬂannl;ung jewab
membenkan pelayanan digtur
Secara jelas dan pasti,
b.Persyaratan Pelayanan baik teknis
Maupun administratif chatur sscara
Ietas dan hanya berkastan langsung
dengan produk pedayanan.
Coadusl wakiu setiap tahap proses
pﬂayranandim:mrajulu
d.Pengaturan jam kera kanfor uriuk
untuk pelayanan masyarakal diatur
sSecara past

yeng

Keadaan

a.Pembenan  pelayanan  dilakukan |

lunggu Pelayanan.

~Tersedia formasi bagan organisasl,
pejabal dan lokasinya pada lantai 1
pintu masuk utama jelas dan kEngkap.

-Tersedia informasi syaral pelayanan
diruang tunggu pelayanan jelas dan
lengkap.

-Terdapat pemberitahuan tahap
pelayanan jelas dan pasti sera
rmaksimal walkiy,

-Tersedia papan informasl jam kerja
lengkap di pintu masuk dan Ruang

-Sesus dengan urutan anidan yang

secara fertib, teralur dengan anian | disediakan dengan batas  dan
himbauan tertulis
b.Pemberian pelayanan didakukan fidak | -Sekalipun pengguna [asa  adalah
membedakan stalus sosial dan | pejababpengusaha  besar  telap
masyarakat, dilayani sesuai dan pada antrian.
c.Keseimbangan pengaturan hak dan | -Pelayanan diberikan setelah
kewajiban pengguna jasa dalam | persyaratan dipenuhi  dan  ftetap
pelayanan. melayand  jika yang bersanghkutan
mengajukan keberatan dan atau
banding.
Kesmanan dan | aKedengkapan saranalprasarana ~Tersedia televisi,telepon
kafyamanan umum,dispenserdan  pendingin  (ac)
diruang funggu pelayanan,
b.Kerapian/keteratumn penataan | -Lay out myaman dan lersedia denah
ruangan kantor dengan informasi jelas.
¢ Keadaan kebarsihan kantar -Barsih pada ruang unggu
palayanan,niang kefa pelugas,riang
kerja pelugas,mushola dan tollet,dan
lainnya,
“Tempat perkir terpisah aniara mobil dan
d. Tersedianya lempat parkir kendaraan sepeda motar cukup entuk minimal @&
: una jasa. & wnit.- )
P Tersedia mushola dan toilet untuk
& Tersedia tempal beribadah dan toile! EHT dan pengguna jasa secara
"hagi pergguna jasa 1¥an. :
-pefugas  menyapa  terlebih  dahulu
Parilaku a.Kepedulian pelugas plr.u?::la. p?nggma jasa  dan
petugas menawarkan bantuan.

b_keramahtamahan dan Sopan santun
petugas

¢ Disipln kerja petugas

-Petugas selalu  senyumramah  dan
mengucapkan tedma kasih  serta
menawarkan  banuean  lain bila
diperukan seelah selasai melayani.

-petugas mula ditempat tugas masing-
masing pada jam kega makan
siang,sholat,istirahal pada
waktunya, serta pulang pada wakiunya
kecual untuk pelavananaekspor sdalah
24 jam T har perminggu.
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Dalam men
Ialankan Standar Pelayanan Prima tersebut, setiap aparat

Bea Cukai mulai dari Dirien sampai Pada pegawai pangkat terendah

dalam lingkungan DJBC wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik

dan Perilaku Pegawai DJBRC sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: 515/KMK 04/2002 tentang Kode Etik
dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Adapun
ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik tersebut yang penulis pandang
penting dan relevan dengan upaya penegakan sanksi administrasi adalah

sebagal berikut:

Pasal 2
(1) Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik dan
Perilaku sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri

Keuangan ini.
(2) Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dapat

dilakukan berdasarkan usulan Komite Kode Etik dan Perilaku

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku

dibentuk Komite Kode Etik dan perilaku Pegawai Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.
(2) Susunan, tugas dan \Wewenang Komite Kode Etik dan Perilaku

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
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Menetapkan Inspektorat Bidang |v

Departemen Keuangan untuk melaksanakan

Pasal 4

Inspektorat Jenderal Jenderal

tugas-tugas Unit Investigasi

Khusus.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5
Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Pegawai
merupakan pelanggaran disiplin pegawai danfatau pelanggaran
hukum lainnya.
Pegawal yang melakukan pelanggaran disiplin  Pegawal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi atau
hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
Sanksi atau hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa
hukuman rngan, hukuman sedang atau hukuman berat,
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Atasan Pegawai yang mengetahui adanya Pegawai yang melakukan
Kode Etik dan Perilaku Pegawai namun tidak

Pelanggaran

mengambil tindakan, stay membantu Pegawai melakukan

Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai,dikenakan sanksi atau

hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3).
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(5) Ketua Komite Kode Etik dan Perilaky berwenang untuk menetapkan
Pedoman Jenis Sanksi atay Hukuman sebagai acuan dalam usulan
pemberian sanksi atay hukuman terhadap Pegawai yang melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Perilaky Pegawai.

Pasal &

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penegakan Kode Etik dan Perilaku

ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan bekerja sama dengan

instansiflembaga lain.
Seperti halnya Standar Pelayanan Prima yang penulis kemukakan
sebelumnya, maka Kode Etik Pegawai Bea dan Cukai ini dibuat dengan

rincian antara lain sebagai berikut:

 Tanggung Jawab Pribadi

Semua pegawai Direktorat Jesnderal Bea dan Cukai (DJBC), yang

selanjutnya disebut pegawai, wajib .
1. Mengangkat dan mentaati sumpahfjanji pegawai negeri sipil dan

sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaky,

2.  Menghormati agama, kepercayaan budaya dan adat istiadat orang

lain dalam menjalankan tugas,

3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan
i &

penuh perrgabdian,keaadaran dan tanggung jawab;
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

Menghi i di
ghindari dirl urtuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan

kehormatan atau martabat Negara, pemerintah atau pegawai negeri
sipil;
Menghindari penyalahgunaan wWewenangnya:

Bekerja dengan jujurtertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan negara;

Menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan
kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil kecuali untuk
kepentingan jabatan;

Menghindan din untuk menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
Mentaati perintahan kedinasan dari atasan yang berwenang;
Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;

Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya,

Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap

bawahannysa,
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

kariemya;

Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap

laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;

[ kehid
Menjalankan pola hidup sederhana didalam upan

bermasyarakat;

selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan
elalu

as,
Profesionalisme dalam melaksanakan tug
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17,

18.

19.

Mentaati ketentuan jam kerja:

Berpakai i
pakaian rapi dan s0pan serta bersikap dan bertingkah laku sopan

santun i
terhadap sesama Pegawal negeri sipil dan atasan:

Memelihara dan meningkatkan keutuhan kekompakan persatuan dan

kesatuan korps pegawai negeri sipil.

Ketaatan pada undang-undang

Semua pegawai harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan

ketentuan formal yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai, yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan yang ditegakkan oleh Bea dan Cukai, atau peraturan

perundang-undangan dimana Bea dan Cukai mempunyai kepentingan

didalamnya dapat dianggap sebagai pelanggaran serius/parah yang dapat

mencemarkan nama baik institusi DJBC Olen sebab itu pegawal wajib :

1.

Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan

kedinasan yang berlaku;
Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah

baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang

berlaku secara umurm,

Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan  tentang
en

kepabeanan.

109



@ Hubungan dengan Masyarakat

Dalam melaksanaka i
N lugasnya, setiap pegawai negeri wajib memberikan

ayan i
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kesadaran

akan hEdUdURﬂﬂnﬁ'ﬁ sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebab itu,setiap

pegawai wajib ;
A.  Tanggung Jawab Pada Masyarakat:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

menurut bidang tugasnya masing-masing;

2. Menghindari untuk melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang yang
dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang
dilayani dan/atau pihak lainnya;

3. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan
santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan

profesionalisme sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Keberatan dan Kritik Masyarakat

Setiap pegawal harus sadar sepenuhnya tentang perlunya membangun

citra yang positif tentang kinerja, perilaku dan integritas pagawEL: Ll

melayani masyarakat seringkal tidek terhindarkan adanya masukan

tik, protes, keluhan dan keberatan yang berasal dari

pun pihak terkait lainnya terhadap kinerja

dalam bentuk Kri

masyarakat,rekan sakerja mau
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dan perilaku pegawai. Menghadapi ha

demikian, pegawal wajib untuk

bersikap :

: P

Membuka diri, menunjukan sikap simpatik dan bersedia menampung
berbagai bentuk kritik, protes, keluhan dan keberatan tersebut ;
Menyelidiki duduk masalah dan kemudian menjelaskan hal-hal yang

berkaitan dengan masalah tersebut :

Menyelesaikan masalah secara cepat dan objektif serta mengacu
kepada ketentuan yangs berlaku -

Menyelenggarakan upaya pencegahan agar masalah yang serupa
tidak terulang dikemudian hari.

Kegiatan Politik

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang

bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

profesional , jujur , adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,

pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas

sebagaimana tersebut diatas, maka pegawai wajib :

:

dengan organi

Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik

serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat |

Menghindari diri menjadi anggota dan/atatl PEngerts partai politik.

Pemberian Berupa Hadiah atau imbalan bagi Pegawai

\am melaksanakan tugasnya seringkali pegawai berhubungan
Dalam

i pengguna jasa atau anggota masyarakat yang
ﬂml
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mengharapkan

berlaku, dengan menjanjikan hadiah atau

adan '
¥a penyimpangan prosedur dari ketentuan yang

imbalan untuk pegawai tersebut.

Dalam hal ini pegawai waijib :

1.

Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak

pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak
manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau
pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan ;

Menghindari untuk bertindak selaku perantara bagi sesuatu
pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau

pesanan dari kantorfinstansi pemerintah,

# HKerahasiaan dan Penggunaan Informasi Resmi

Seringkali karena kedudukan dan/atau jabatannya seorang pegawali

memperoleh, mengolah dan menyimpan informasi resmi negara yang

sifatnya rahasia. Oleh sebab itu maka pegawai wajib

1.

Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-

sebaiknya dan menghindar pemanfaatan rahasia negara yang

diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan
pribadi, golongan atau pihak lain;

Menghindari dirt menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing
enghi

tanpa jin pemerintah;
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3. Segera m
9519 Melaporkan kepada atasannya, apabila diketahui adanya

tindakan pemboecoran rahasia dan informasi resmi
membahayakan atay

yang dapat

merugikan negara/pemerintah  terutama
dibidang keamanan, keuangan dan materiil

&  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sefiap pegawai harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-
sungguh mengenai semua ketentuan mengenal tindak pidana korupsi
sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segala bentuk tindakan
korupsl sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut akan
dikenakan sanksi pidana dengan maksimal hukuman yang dapat berupa
pidana mati.

Bagi pegawai yang menjadi penyelenggara negara yang meliputi
jabatan-jabatan sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus menyadar dan mentaati

dengan sungguh-sungguh mengenai kewajibannya  sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, yaitu :

1 Mengucapkan sympah atau janji dengan agamanya sebalum
memangku jabatannya
2. Bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama dan setelah

menjabat,
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Melapork
porkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah
menjabat:

4. Tidak melakukan Perbuatan korupsi, kolusi dan nopotisme,;

Melaksaanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras
dan golongan:
melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak
melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan
pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan
imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal
tersebut diatas akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam
pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1889 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi kolusi dan

Nepotisme.

4.2. Faktor Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Bea

Cukai |
Penulis juga melakukan penelitian dan wawancara (25 Februari

i Makassar
2005) dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Ma
h mana upaya pembenahan

i sejau
Bapak Sudi Raharjo untuk mengetahul €]
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dilakukan terhadap pembinaan gan Pengawasan sumber daya manusia

Bea Cukai pada Kepala Kantor Pelayanan Bea Gukai Tipe A Makassar.

¢ Pembinaan Keterampilan Pegawai Bea dan Cukai

Untuk menambah keterampilan pegawai Bea Cukai, dilakukan
berbagai macam fraining pegawai tentang semua regulasi  dan
perkembangan peraturan baru. Upaya pembenahan ini mengacu pada
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.:SE-09/BC/2002
tentang Pengaktifan meja pelayanan informasi dan penyelenggaraan
program pembinaan keterampilan pegawai (P2KP) khususnya pada Butir
(4) yang berbunyi : Agar mengaktifkan kembali penyelenggaraan program
pembinaan keterampilan pegawai (P2KP) sebagaimana dimaksud dalam
Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukal No. 2/BC/ 1998 tanggal 2 April
1998 sehingga semua pegawai dapat memperoleh penyegaran
pengetahuan teknis kepabeanan dan cukai dan keterampilan lainnya,
sehingga dapat memberi pelayanan yang terbalk kepada masyarakat

sesuai dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#  Tindakan Disipliner Pegawal Bea dan Cukai

Menurut hasil wawancara (25 Februari 2005) yang penulis lakukan

d n Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, saat ini
enga

ada 2 Kepala gudang yang sedang di-nonjobkan dari jabatannya karena

kurang teliti dalam melaksanakan fugas, yang menyebabkan terjadinya
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Kerugian penerimaan Negara di Kantor Pelayanan Bea Cukal Tipe A
Makassar,

Menurutnya, semestinya hal tersebut tidak perlu terjadi, sebab jika
semua peraturan diindahkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
dan cermat, maka kesalahan tersebut tidak akan terjadi. Tindakan tegas
ini penulis pandang sangat sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bea
dan Cukai No.:INS-19/BC/2000 tentang Tindakan-Tindakan Pengamanan
Hak-Hak Negara Berupa Pengutan Bea Masuk (EM), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewsah (PPNBM), dan Pajak
Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), khususnya pada Butir Instruksi
Nomor (4) yang berbunyi: Mengambil tindakan terhadap pejabat / pegawai
di Kantor saudara yang fidak mentaati Instruksi ini, yaitu pertama kali
dengan membebaskan dari segala tugas dan kemudian memprosesnya
serta melaporkan kepada Dirjen Bea dan Cukai pada kesempatan
pertama.

Tindakan tegas ini juga melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal

Bea dan Cukai No.:INS-20/BC/2000 tentang Parjuangan Lanjutan

Menegakkan Kinerja dan Citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

khususnya pada Instruksi Bulir (3) yang berbunyi: Dalam rangka upaya

pemberantasan perdagangan illegal kKhususmya undernvoincing, agar

masing-masing Kantor Wilayah secara mingguan menyampaikan kepada

impinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (tembusan Direktur
pimpin

dan Penyidikan) butir-butir seperti tercantum dalam instruksi
an

Pencegah
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Direktur
Jenderal Nomor INS.1 9/BC/2000 agar pimpinan dapat lebih baik

dan akurat mengetahuy; performance daerah secara seragam dan

bersama-s
ama tentang upaya-upaya penertiban yang selama ini telah

dan, akan terus dilakukan,dan atas dasar itu pimpinan pada kesempatan
pertama akan tidak ragu-ragu mengambi tindakan-tindakan tegas yang

dianggap penting satu dan lain sesuai dengan aturan dan kewenangan

yang ada dalam rangka upayanya untuk memberikan kontribusi positif
untuk negara dan rakyat Indonesia.

Sebagai upaya pembenahan disiplin pegawai Bea dan Cukai pada
Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, maka dibawah
kepemimpinan Bapak Sudi Raharfo di KPBC Tipe A Makassar,
dikeluarkan kebijakan melaksanakan Apel Disiplin 2 kali dalam sebulan.
Tujuan dari penyelenggaraan apel tersebut untuk selalu menjaga kinerja
dan disiplin pegawai KPBC Tipe A Makassar. Jika ada pegawai yang tidak
ikut apel tanpa ijin Kepala KPBC, maka akan dikenakan sanksi berupa
denda pemotongan tunjangannya sebesar 2%.

Disamping itu, kebijakan lainnya adalah diadakannya rolling pegawai
dari suatu bagian ke bagian lainnya setiap 3 bulan. Rolling tour of duty ini
member penyegaran bagi pegawai KPBC Tipe A

dirmaksudkan untuk

Makassar dan kesempatan untuk memperiuas dan memperdalam

pengetahuan teknis serta pengalaman tugasnya pada semua bidang

pelayanan Bea dan Cukai.
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4.3. Revi
view dan Updating Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Kepabeanan

Seperti yang telah Penulis uraikan di atas, faktor celah hukum yang

kemungkinan ada dalam Peraturan peundang-undangan di bidang

kepabeanan masih tetap ditemukan dalam prakiek sehari-hari dilapangan.

Hal ini dibuktikan dengan contoh kasus sulitnya menghentikan tindakan
nakal suatu importir yang semaunya dengan mudah untuk menghindari
membayar hutang Bea Masuk dan dendanya dengan membubarkan
perusahaan tersebut lalu membentuk perusahaan baru dengan pemilik

yang sama.

Menurut pandangan penulis, salah satu gagasan terobosan hukum
baru yang dapat dibuat untuk memberikan suatu payung hukum atau
dasar hukum bertindak bagi Bea Cukai, yakni mencoba mengadopsi
prinsip penghukuman bagi para bankir yang nakal dan telah diblack-list
menurut Undang-undang perbankan, sehingga tidak dapat lagi duduk

sebagai pengurus dan menjalankan operasional suatu bank, atau tidak

boleh mendirikan bank bar.

Analogi hukum ini mungkin dapat di adopsi masuk ke dalam Undang-

undang dan peraturan di bidang kepabeanan dalam rangka upaya

meminimalkan munculnya importir-importir yang nakal sehingga kerugian

negara dapat dihindarkan pula seminimal mungkin.

Seialan dengan latar belakang pemikiran tersebut di atas, setelah
]

t diadakan upaya mereview atau mengupdate efektifitas berlakunya
arus ai
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BAB v
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasaiahan yang dibahas dalam skripsi ini,

maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

Adapun proses (atau kata lainnya

talaksana dari sanksi administrasi

berupa denda diatur dengan khusus dan terperinci dalam pasal 51

Keputusan Direklur Jenderal Bea dan Cukai Momor Kep-07/BC/2003

tentang PETUNJUK TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang No.10 Tahun 1983

tentang Kepabeanan serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986

tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan sebagai berikut :

a).

b).

).

Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran

ketentuan kepabeanan yang teradi dikantor Pabean dilaksanakan

atas nama Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Px_anaan atau

Pejabat yang ditunjuknya.
Kepala kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan

besamya sanksi sdministrasi berupa denda dengan menerbitkan
surat penetapan.

Perhitungan persentase (%) denda dari kesalahan pemberitahuan

iumlah, jenis dan/atau nilal pabean didasarkan atas jumiah
jumilah, ,

kekurangan pembayaran Bea Masuk yang seharusnya dibayar
eku
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a).

denda yang Penulis pa
menyimpulkan bahwa kepu

berupa denda yang
Bea Cukai Tipe A Makassar tel

dibagi dengan |
gan jumiah pembayaran Bea Masuk yang telah dibayar

dan seluruh barang Impor barang yang dikenai sanksi administrasi
dalam satu PIB.

Perhitungan denda  dalam hal terdapat kesalahan yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk didasarkan
pada perkalian persentase (%) denda dengan jumiah kekurangan
pembayaran Bea Masuk dari kesalahan pemberitahuan
jumlah,jenis, dan/atau Nilai Pabean,

Untuk barang impor dengan tarif atau tarf akhir Bea Masuk 0% (nol
persen), sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya dikenakan satu kali saja
untuk satu PIB .

Contoh Penghitungan sanksi administrasi berupa denda sesuai
dengan lampiran IX Keputusan Direkiur Jenderal ini.

Jika dalam satu PIB terdapat kelebihan bayar dalam satu pos dan
kekurangan bayar dalam pos yang lain, kelebinan bayar dapat
dikompensasikan untuk membayar kekurangan bayar sepanjang
masih dalam mata anggaran penerimaan yang sams.

Dari indikator-indikator penerapan sanksi administrasi berupa
parkan dalam BaB IV Pembahasan, penulis juga

wusan-keputusan mengena sanksi administrasi
dijatuhkan kepada importic oleh Kantor Pelayanan
ah memenuhi ° Prinsip pemidanaan yang
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Importir yang telah memenuhi tujuan penegakan hukum yang berdaya

sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip atau dengan

kata lain sudah benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi,
prepensi, represip, Dar temuan diatas, penulis menilai bahwa penegakan
hukum atau (law enforcement) atas sanksi administrasi berupa denda
pada kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar telah berjalan dengan
efeklif, bahkan lebih dar itu penegakan peraturan atau hukum dibidang
kepabeanan dalam lingkup wilayah hukumnya, Kantor Pelayanan Bea
Cukal Tipe A Makassar dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
jasa pabean telah memberakukan peraturan kepabeanan khususnya
mengenai sanksi administrasi berupa denda dengan konsisten.
B. Saran
1 Untuk efektifnya penagakan hukum atas Sanksi administrasi
berupa denda dalam pelanggaran kepabeanan di bidang impor
maka aparat Bea Cukai dituntut untuk lebih profesional dalam
menerapkan sanksi denda tersebut. Standar Pelayanan Prima
serta Kode Etik Pegawal Bea Cukai adalah harus dihayati dan
dilaksanakan oleh setiap aparat [ pegawai Bea Cukai dalam

melaksanakan atau menegakkan peraturan kepabeaan serta

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada
ala
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& -
PENGQUNa jasa pabean termasuk kepada para importir,

khususnya pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.
Dalam upaya memperbaiki penegakan hukum di bidang
kepabeanan khususnya mengenai sanksi administrasi denda,
periu juga dilakukan pengawasan dan penindakan disiplin bagi
aparat Bea Cukai, disamping itu pembinaan keterampilan
melalui Program Pembinaan dan Keterampilan Pegawai (FZKP)
dari Direktorat Jenderal Bea Cukai peru harus dilaksanakan

secara berkesinambungan, khususnya pada Kantor Pelayanan
Bea Cukai Tipe A Makassar.

Review (meninjau ulang) dan updating (meng-up-to-date-kan)
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait
dengan efektifitas penerapan sanksi administrasi denda harus
pula menjadi perhatian khusus bagi Dijen Bea dan Cukai
sebagai upaya untuk memberi landasan hukum yang kuat
dalam -pelaksanaan sanksi administrasi denda pada Kantor

Pelayanan Bea Cukai di seluruh Indonesia.

Agar dapat menghentikan atau paling tidak meminimalkan

tindakan yang sengaja membubarkan perusahaan atau alamat

fiktif dari importir nakal dengan tujuan menghindar dan

jiban membayar hutang B&ﬁ Masuknya, periu segera untuk

diupayakan dibuat suatu ketentuan baru untuk memblack-list

i halnya yang diterapkan bagi
: . nakal tersebut SEPE
bagi importir na
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bankir- ' ;
Kir-bankir nakal dalam peraturan perbankan. Sehingga

meskipun berganti perusahaan baru, namun jika pemiliknya
adalah orang yang tidak membayar hutang Bea Masuk, maka
Perusahaan baru fersebut juga tidak akan mendapat pelayanan
dari Bea dan Cukai mengingat orang atau oknum importir
tersebut telah diblack-list (atau daftar hitam) oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Jika gagasan ini dikehendaki untuk
diwujudkan, peru dikaji uang mulai  Undang-undang
No.10/1995, PP No.22 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri

Keuangan atau Dirfjen Bea dan Cukai yang terkait dengan

masalah ini.
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